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 Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hak transgender 
melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta untuk 
mengetahui tanggung jawab Indonesia berdasarkan ICCPR mengenai tindakan 
kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan 
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Sumber bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.  
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis 
menggunakan metode deduktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICCPR dapat digunakan untuk 
melindungi hak transgender karena identitas gender dapat dikategorikan sebagai 
‘status lain’ serta kelompok transgender sebagai kelompok minoritas. Indonesia 
sebagai negara anggota ICCPR belum secara maksimal melakukan tanggung 
jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak transgender di 
Indonesia terhadap tindakan kekerasan. Penghormatan hak transgender di 
Indonesia ditunjukkan dengan diperbolehkannya pengubahan jenis kelamin namun 
masih terdapat peraturan yang bermasalah dan diskriminatif yang sering dijadikan 
alasan tindakan kekerasan terhadap transgender. Peraturan yang seharusnya secara 
preventif melindungi transgender dari kekerasan justru tidak mengatur pelarangan 
kekerasan berbasis gender dan penegak hukum dinilai absen dalam menghukum 
pelaku tindakan kekerasan. Upaya remedial secara nasional telah disediakan untuk 
kelompok transgender oleh Indonesia melalui akses pengaduan kepada Komnas 
HAM. Pemenuhan hak transgender ditunjukkan dengan dimasukkannya isu 
transgender sebagai prioritas kerja Komnas HAM.  
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This study is aimed to understand the protection of transgender rights 
through International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as well as 
Indonesia’s obligations on violence toward transgender community in Indonesia 
according to the ICCPR. 
 This study uses the normative method with conceptual and statute 
approach. Legal materials used in this study are primary legal materials and 
secondary legal materials that are collected through library study and are analyzed 
through deductive method. 
The study shows that ICCPR is able to protect transgender rights as gender 
identity can be categorized as ‘other status’ and transgender community as a 
minority group. As a member of ICCPR, Indonesia has yet to fully perform its 
obligation to respect, protect, and fulfill transgender rights especially regarding 
violence. In respecting transgender rights, Indonesia allows change of sex, however 
there are still problematic and discriminatory regulations often used to justify 
violence towards transgender. Regulations meant to preventively protect 
transgender do not have any provisions that prohibit gender-based violence and 
law enforcement seems absent in punishing the perpetrators. Remedial measure 
has been provided through Indonesia’s National Human Rights Commission 
complaint mechanism. The fulfillment of transgender rights have been shown by 
adding transgender issues as one of the priorities of Indonesia’s National Human 
Rights Commission. 
 













“We were born this way” 
(Stefani Germanotta) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia semata – mata 
karena adalah seorang manusia (Jack Donnelly, 2013:10). Terdapat tiga prinsip 
utama dalam hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, 
dan prinsip kewajiban negara. Prinsip kesetaraan hak asasi manusia memiliki arti 
bahwa kedudukan semua orang adalah sama dan setara. Hak asasi manusia 
melarang adanya bentuk diskriminasi apapun, pelarangan tindakan diskriminasi ini 
merupakan inti dari prinsip non-diskriminasi (Rhona K.M. Smith et al, 2008:39-
40). Prinsip kewajiban negara menjelaskan bahwa negara merupakan pengemban 
kewajiban yang paling utama dalam mewujudkan hak asasi manusia (Manfred 
Nowak et al, 2016:31). Tiga kewajiban utama yang diberikan kepada negara adalah 
kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia 
(Chrisbiantoro, 2014:2). Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki suatu 
tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia (Chrisbiantoro, 2014:2).  
Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai hak – hak yang dimiliki 
oleh kelompok transgender. Kelompok transgender merupakan bagian dari 
kelompok yang lebih besar dan lebih dikenal sebagai kelompok minoritas seksual. 
Kelompok minoritas seksual atau yang sering dikenal sebagai LGBT (Lesbian, 
Gay, Biseksual, dan Transgender), merupakan suatu terminologi inklusif yang 
mencakup semua aspek orientasi seksual dan identitas gender (Jack Donnelly, 
2013:277). Transgender sendiri memiliki arti yang mengacu kepada seseorang yang 
tidak mengikuti norma tradisional sosial mengenai gender. Pemahaman mengenai 
transgender tersebut mencakup pula kelompok interseksual, transeksual, cross-
dressers, atau kelompok lain yang tidak menyesuaikan diri dengan norma 
tradisional sosial mengenai gender (Emilia L. Lombardi et al, 2002:90). 
Penolakan terhadap kelompok transgender sering ditunjukkan dengan bentuk 
kebencian dan kekerasan yang memunculkan suatu lingkungan yang menjustifikasi 
tindakan masyarakat untuk menghukum seseorang dengan alasan perbedaan 
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pandangan mengenai norma gender (Emilia L. Lombardi et al, 2002:90-91). 
Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi pada tahun 2013 terhadap 335 
responden (tergabung antara lesbian, gay, biseksual, dan transgender), menemukan 
bahwa dari total 119 responden transgender dalam penelitian tersebut, 87.4% atau 
sekitar 104 dari total responden transgender pernah mengalami kekerasan (Indana 
Laazulva, 2013:62). Bentuk kekerasan yang diterima oleh responden berdasarkan 
penelitian tersebut (termasuk kelompok transgender) adalah kekerasan berbentuk 
psikis, fisik, ekonomi, budaya, dan seksual (Indana Laazulva, 2013:63). Hal serupa 
ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan pada 
tahun 2015, terhadap 60 orang responden yang merupakan gabungan dari kelompok 
LGBT, ditemukan bahwa 63.3% dari mereka pernah mengalami kekerasan 
berdasarkan identitas gender, orientasi seksual dan ekspresi gender (Gadis Arivia 
dan Abby Gina, 2015:371). Transvoice dan Arus Pelangi melakukan penelitian 
tentang kekerasan terhadap kelompok transgender wanita di Bogor, Jawa Barat 
pada tahun 2017 dan ditemukan bahwa dalam jangka waktu 2009 – 2017, 83,3% 
transgender perempuan yang berusia 18 – 30 tahun pernah mengalami kekerasan 
dan 96.1% kasus melibatkan unsur kekerasan psikis, 78.4% kekerasan ekonomi, 
52.9% kekerasan fisik, dan 19.7% kekerasan budaya (Transvoice, 2017:2). 
Pelaku kekerasan terhadap kelompok transgender datang dari berbagai kalangan. 
Negara yang seharusnya melindungi hak asasi manusia warga negaranya, justru 
menjadi pihak yang melakukan kekerasan terhadap kelompok transgender (Komnas 
HAM.2016:97). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Transvoice 
pada tahun 2017 yang menemukan bahwa  25,5% dari pelaku kekerasan adalah 
aktor negara yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, serta Anggota Militer 
(Transvoice 2017:2). Kekerasan terhadap kelompok transgender juga sering 
dilakukan oleh pihak non-negara, seperti keluarga, teman, tetangga, tamu, preman, 
pacar, sesama komunitas, atau pemilik tanah/kos (Indana Laazulva, 2013:108). 
Kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok transgender disebabkan oleh 
adanya pandangan negatif terhadap kelompok transgender dan perilaku 
transphobia yang melekat pada mayoritas masyarakat yang kemudian diwujudkan 
dalam tindakan yang mendiskriminasikan kelompok transgender (Indana Laazulva, 
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2013:108). Masyarakat Indonesia masih menganggap kelompok transgender 
sebagai patologi sosial atau “pesakitan” yang dapat mengganggu ketertiban sosial 
(Komnas HAM, 2016:96).  
Faktor agama juga menjadi alasan terjadinya kekerasan terhadap kelompok 
transgender, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saifulmuljani Research & 
Consulting (SMRC) pada tahun 2017, masyarakat Indonesia masih menganggap 
kelompok transgender serta kelompok LGBT sebagai suatu ancaman dan sesuatu 
yang dilarang oleh agama (SMRC, 2017:15). Secara lebih lengkap, 81.5% 
masyarakat Indonesia menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pendapat bahwa 
kelompok LGBT merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama (SMRC, 2017:15). 
Jaminan terhadap hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan 
kekerasan dapat dilihat dalam International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR). Secara keseluruhan ICCPR mengatur mengenai hak dan kebebasan 
demokratis yang esensial dan berkaitan dengan hubungan antara negara dengan 
warga negaranya (Rhona K.M Smith, et al, 2008:93). Hak seseorang untuk 
mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan tercantum dalam Pasal 7 ayat 
(1) dari ICCPR yang berbunyi: 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent 
to medical or scientific experimentation. 
ICCPR merupakan suatu instrumen hukum internasional yang universal yang 
mengandung kewajiban hukum yang mengikat bagi negara anggotanya 
(Christopher Harland, 2000:188). Ketentuan mengenai kewajiban yang dimiliki 
oleh negara anggota diatur secara umum dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang 
berbunyi: 
Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to 
all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights 
recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status.  
 
 		 	 4 
Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 
seperti yang tercantum pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: 
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan 
tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta 
keadilan.” 
Komitmen Indonesia tersebut telah dikuatkan dengan ratifikasi terhadap ICCPR 
melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak 
Sipil Dan Politik). Indonesia yang telah melakukan ratifikasi terhadap ICCPR, 
maka Indonesia terikat dengan kewajiban internasional yang lahir dari ICCPR. 
Sebagai Negara Anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan 
menjamin hak asasi manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya (Yosep Adi 
Prasetyo, 2010:6). 
Melihat penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok transgender 
seharusnya memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, salah satunya adalah 
hak untuk tidak menerima tindakan kekerasan. Indonesia yang telah terikat dengan 
ICCPR memunculkan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melakukan 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang dimiliki oleh kelompok 
transgender di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ICCPR 
Atas dasar tersebut maka akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian hukum ini 
dengan judul, TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEKERASAN 
TERHADAP KELOMPOK TRANSGENDER DI INDONESIA SEBAGAI 
BENTUK PELAKSANAAN RATIFIKASI INTERNATIONAL COVENANT 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, serta agar permasalahan yang 
penulis teliti menjadi terarah dan jelas sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka 
penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut: 
1. Bagaimana International Covenant On Civil And Political Rights dapat 
digunakan untuk melindungi hak asasi kelompok transgender? 
2. Bagaimana kewajiban Indonesia mengenai tindakan kekerasan terhadap 
kelompok transgender di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab negara yang 
meratifikasi International Covenant On Civil And Political Rights? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam latar 
belakang yang dirinci dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penulisan ini 
terdapat dua macam, yaitu : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui ketentuan – ketentuan yang dapat menjamin hak asasi 
kelompok transgender berdasarkan International Covenant on Civil and 
Political Rights. 
b. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kewajiban Indonesia berdasarkan 
kewajiban yang lahir dari International Covenant On Civil And Political 
Rights terhadap terjadinya kekerasan terhadap kelompok transgender di 
Indonesia. 
2. Tujuan Subyektif 
Tujuan subyektif merupakan tujuan pribadi dari penulis yang mendasari 
ditulisnya tulisan ini, yaitu : 
a. Untuk menambah, memperluas serta mengembangkan wawasan dan 
pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum terutama bidang hukum 
internasional, baik teori maupun praktiknya. 
b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memeroleh gelar sarjana atau strata 
satu (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
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c. Untuk menerapkan teori-teori dan ilmu hukum yang telah diperoleh penulis 
supaya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat umum. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini disusun dengan harapan untuk dapat memberikan manfaat bagi 
penulis sendiri maupun pihak lain. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari 
penelitian hukum ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu 
hukum itu sendiri. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan pemikiran 
serta landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 
hukum internasional pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum 
mengenai perlindungan hak asasi manusia kelompok transgender.  
c. Menambah referensi atau literatur yang digunakan atau acuan terhadap 
penelitian atau kajian hukum sejenis pada tahap selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah 
dari penelitian hukum ini. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 
a. Memberikan pandangan mengenai sejauh mana pelaksanaan kewajiban yang 
telah dilakukan oleh Indonesia terhadap hak asasi kelompok transgender di 
Indonesia.  
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran atau masukan 
mengenai pengakuan hak asasi kelompok transgender baik berdasarkan 
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E. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 
2010:35). Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mencari 
kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan atau 
aturan atau prinsip yang dijadikan referensi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:33). 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aturan yang terdapat dalam 
International Covenant on Civil and Political Rights serta prinsip dan doktrin 
hukum yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia internasional demi 
menjawab isu kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia. Pertama 
akan dilihat bentuk – bentuk ketentuan dalam International Covenant on Civil 
and Political Rights yang dapat digunakan untuk menjadi jaminan hak asasi 
kelompok transgender. Kedua akan dilihat bentuk pelaksanaan kewajiban 
Indonesia berdasarkan kewajiban yang lahir dari International Covenant On 
Civil And Political Rights terhadap terjadinya kekerasan terhadap kelompok 
transgender di Indonesia. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif  
menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum  (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22).  
Penelitian ini akan melihat kesesuaian antara konsep kewajiban yang dilihat 
dari International Covenant on Civil and Political Rights mengenai berbagai 
tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender yang terjadi di Indonesia.  
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3. Pendekatan Penelitian 
Penulisan hukum ini akan menggunakan pendekatan konseptual atau 
conceptual approach. Pendekatan konseptual diambil dari pandangan – 
pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 
Penelitian ini akan mengacu kepada teori universalisme dan prinsip – prinsip 
utama hak asasi manusia dalam melindungi hak asasi kelompok transgender. 
Pendekatan Undang – Undang atau statute approach juga akan digunakan dalam 
penulisan hukum ini, dengan melihat sejauh mana Indonesia telah memenuhi 
tanggung jawabnya terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak 
kelompok transgender, sesuai dengan ketentuan yang lahir dari International 
Covenant on Civil and Political Rights. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam kaitannya dengan 
dengan hukum internasional bahan hukum primer mengacu pada Pasal 38 
Statuta Mahkamah Internasional yaitu konvensi internasional atau perjanjian 
internasional, kebiasaan internasional, prinsip – prinsip umum, dan putusan 
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141&208). Bahan hukum primer 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) International Covenant on Civil and Political Rights 1966; 
2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 
3) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan 
Internasional International Covenant On Civil And Political Rights 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi yang bukan 
merupakan dokumen – dokumen resmi. Bahan hukum sekunder utama adalah 
buku yang berisikan prinsip – prinsip ilmu hukum dan pandangan – 
pandangan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:142). Bahan hukum sekunder 
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dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah, 
makalah, internet dan dokumen-dokumen terkait. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian 
hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan 
dengan mengumpulkan data dengan mempelajari, menganalisis, serta mengkaji 
lebih dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan penelitian.  
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni 
dengan menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada prinsip – prinsip 
dasar. Kemudian akan dihadirkan objek yang akan diteliti yang telah didapat 
melalui studi kepustakaan atau sumber data sekunder lain (Peter Mahmud 
Marzuki, 2010:42). 
Penelitian hukum ini akan menghadirkan objek yang akan diteliti yaitu 
tindakan kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia. 
Proses analisis kemudian akan menggunakan prinsip – prinsip yang ditemukan 
dalam International Civil and Political Rights, untuk melihat pelaksanaan 
kewajiban Indonesia terhadap tindakan kekerasan yang terjadi terhadap 
kelompok transgender. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Berikut adalah sistematika penulisan hukum yang akan digunakan: 
BAB I  : Pendahuluan 
Bab ini akan membahas antara lain;  
A. Latar Belakang;  
B. Rumusan Masalah,; 
C. Tujuan Penelitian; 
D. Manfaat Penelitian; 
E. Metode Penelitian; dan  
F. Sistematika Penulisan. 
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BAB II  : Tinjauan Pustaka 
Bab ini akan membahas antara lain;  
A. Kerangka Teori, meliputi tinjauan tentang: 
1. Hak Asasi Manusia 
2. International Covenant on Civil and Political Rights 
3. Transgender 
B. Kerangka  Pemikiran 
Deskripsi logika dan paradigma berpikir dalam bentuk bagan 
mengenai tanggung jawab negara untuk melakukan 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kelompok 
transgender atas kekerasan yang terjadi di Indonesia 
BAB III  : Pembahasan 
Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitan dan pembahasan 
mengenai penggunaan ICCPR dalam melindungi hak asasi 
kelompok transgender dan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh 
Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak 
kelompok transgender atas terjadinya kekerasan  
BAB IV : Penutup 
   Bab ini akan mencakup, antara lain: 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1) Hak Asasi Manusia 
Menurut definisi dari Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak yang 
dimiliki oleh seseorang semata – mata karena ia adalah manusia (Jack Donnelly, 
2013:10). Hal yang sama juga dikemukakan oleh C De Rover yang menjelaskan 
secara lebih rinci bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh 
setiap orang sebagai manusia, dimana hak – hak tersebut bersifat universal dan 
tidak dapat dihapuskan (C De Rover, 2000:47). Terdapat tiga karakteristik utama 
dari hak asasi manusia, yaitu setara, tidak dapat dicabut, dan universal (Jack 
Donnelly, 2013:10). Hak asasi manusia bersifat setara dalam artian bahwa 
semua manusia adalah setara antara satu dengan yang lainnya  (Jack Donnelly, 
2013:10). Sifat hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut menunjukkan bahwa 
hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dilanggar oleh siapa pun terhadap 
semua manusia (Rhona K.M Smith et al, 2008:11). Hak asasi manusia bersifat 
universal, dalam artian bahwa hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tidak 
melihat berbagai bentuk perbedaan (Rhona K.M Smith et al, 2008:11). 
Terdapat tiga pendekatan utama dalam menjelaskan apa yang dimaksud 
sebagai hak asasi manusia, yaitu pendekatan moral, politik, dan hukum (Linda 
Walter, 2014:121). Pendekatan moral menjelaskan bahwa ide hak asasi manusia 
selalu muncul dari adanya suatu permasalahan atau pelanggaran yang kemudian 
melahirkan suatu hak, moral kemudian berlaku sebagai norma – norma yang 
ideal mengenai apa yang seharusnya ada atau terjadi (Linda Walter, 2014:123). 
Pendekatan moral juga berhubungan erat dengan sifat kodrati dan martabat 
manusia, sifat kodrati tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan 
hak yang mendasar yang melekat pada jati diri manusia yang memberikan suatu 
keistimewaan yang mengharuskan diperlakukannya setiap manusia sesuai 
dengan keistimewaannya tersebut (Majda El Muhtaj, 2009:14-15). Pemikiran  
mengenai hak asasi manusia sebagai hak kodrati pertama kali diajukan oleh John 
Locke yang menjelaskan bahwa alam memberikan tiap – tiap individu suatu hak 
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yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan atas diri sendiri yang tidak 
dapat diganggu oleh siapapun termasuk oleh negara (Rhona K.M Smith et al, 
2008:12).  
Pendekatan terhadap hak asasi manusia yang kedua adalah pendekatan 
politik yang berusaha untuk menjelaskan mengenai penerapan hak asasi 
manusia. Pendekatan politik lahir dari pemikiran bahwa hak asasi manusia 
merupakan salah satu kewajiban oleh negara (Linda Walter, 2014:125). John 
Locke menjelaskan bahwa hak kodrati yang diberikan oleh alam tersebut 
melahirkan suatu kontrak sosial antara negara dengan individu yang merupakan 
warga negaranya mengenai perlindungan atas hak kodrati individu tersebut 
(Rhona K.M Smith et al, 2008:12). Terdapatnya kontrak sosial tersebut negara 
harus memberikan suatu perlindungan terhadap hak kodrati tiap – tiap individu 
(Rhona K.M Smith et al, 2008:12). Berdasarkan pendekatan politik, hak asasi 
manusia dinilai memiliki peran politik baik di tingkat internasional maupun 
nasional yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan individu maupun 
nasional (Linda Walter, 2014:125).  
Pendekatan terhadap hak asasi manusia berikutnya adalah pendekatan 
hukum. Pendekatan hukum menjelaskan bahwa pengaturan hak asasi manusia 
dipandang sebagai suatu instrumen hukum yang bersifat mengikat secara hukum 
(Linda Walter, 2014:125). Hak asasi manusia harus dapat diartikan sebagai suatu 
ketentuan – ketentuan dalam hukum dan dapat dipaksakan (Linda Walter, 
2014:125). 
 Demi memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hak asasi manusia, 
berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori universalisme, sifat, prinsip, 
subjek, sumber hak asasi manusia, serta tanggung jawab dan kewajiban dalam 
hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.  
a. Teori Universalisme 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak asasi manusia 
memiliki hubungan dengan moral, menurut teori universalisme hak asasi 
manusia merupakan merupakan salah satu bagian dari suatu kode moral 
universal yang berada dan dikenal oleh seluruh umat manusia yang bersifat 
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lintas budaya dan sejarah (Rhona K.M Smith et al, 2008:19). Kode moral 
universal yang dimaksud tersebut memberikan adanya suatu penjelasan 
mengenai apa yang dianggap sebagai kebenaran moral yang dapat 
diidentifikasikan secara rasional (Rhona K.M Smith et al, 2008:19). 
Kemampuan manusia untuk mengidentifikasi suatu kebenaran moral secara 
rasional tersebut adalah yang menunjukkan adanya kesamaan pandangan 
mengenai moral di seluruh sistem masyarakat (Linda Walter, 2014:125).  
Tokoh Aristoteles menjelaskan bahwa kode moral universal berasal dari 
adanya suatu hukum alam yang memberikan suatu kepentingan tertentu 
kepada umat manusia yang bersifat fundamental (Rhona K.M Smith et al, 
2008:19). Kepentingan yang bersifat fundamental tersebut kemudian dijamin 
oleh hak – hak alamiah atau kodrati yang dimiliki oleh tiap individu (Rhona 
K.M Smith et al, 2008:19). Hak – hak alamiah tersebut dianggap bersifat tidak 
dapat dipungkiri dan ditujukan untuk pemenuhan kepentingan pribadi tiap – 
tiap individu (Rhona K.M Smith et al, 2008:19).  
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa teori 
universalisme menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh 
semua individu terlepas dari nilai atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat 
atau yang ada pada suatu masyarakat (Andrey Sujatmoko, 2015:20). Esensi 
dari hak asasi manusia menurut teori ini adalah hak asasi manusia bersifat 
universal karena sifatnya yang melekat pada diri manusia atau kodrati 
(Andrey Sujatmoko, 2015:21). Berdasarkan teori ini hak asasi manusia tidak 
diberikan oleh orang atau penguasa, sehingga tidak diperbolehkan bagi orang 
atau penguasa untuk merampas dan mencabut hak asasi manusia seseorang 
(Andrey Sujatmoko, 2015:21). 
b. Sifat Dinamisme Hak Asasi Manusia  
Konsep hak asasi manusia memiliki sifat yang dinamis, yang berarti 
bahwa apa yang kita tafsirkan mengenai hak asasi manusia, atau hal – hal 
yang kita ketahui termasuk sebagai hak asasi manusia, dapat dikemudian hari 
berubah atau bertambah. Sifat dinamisme ini menjadikan hak asasi manusia 
sebagai alat advokasi yang ampuh untuk mencapai keadilan sosial dan 
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martabat semua orang (Mertus et al, 1997, terjemahan Gunawan, 2001:12). 
Sifat dinamisme dari hak asasi manusia tersebut menghasilkan adanya 
pemikiran bahwa hak asasi manusia harus dilihat sebagai suatu instrumen 
yang hidup atau living instrument. Instrumen yang hidup tersebut memiliki 
arti bahwa perkembangan dari hak asasi manusia merupakan suatu proses 
yang berkelanjutan (Sanja Ivic, 2010:228).  
Perkembangan dari hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dari 
pemikiran Karel Vasak yang membagi hak asasi manusia menjadi tiga 
“generasi” (Zhihe Wang, 2002:172). Hak – hak yang termasuk sebagai 
generasi pertama menurut Vasak adalah hak – hak yang disebut sebagai hak 
negatif, yaitu hak – hak sipil dan politik karena menurutnya inti dari hak – 
hak tersebut adalah kebebasan individu yang tidak terganggu oleh batasan – 
batasan dari negara (Karel Vasak, 1977:27). Generasi kedua dari hak asasi 
manusia menurut Vasak adalah hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
Menurut Vasak hak – hak tersebut membutuhkan adanya suatu kewajiban 
positif negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya dari 
warga negaranya. Generasi ketiga menurut Vasak dapat disebut sebagai hak 
– hak solidaritas. Hak solidaritas muncul karena adanya perubahan pola 
kehidupan masyarakat sehingga memunculkan adanya kebutuhan untuk 
memformulasikan generasi hak asasi manusia ketiga yaitu hak – hak 
solidaritas (Karel Vasak, 1977:27).  
Pembagian dari konsep hak asasi manusia menjadi tiga generasi ini 
dilakukan oleh Vasak dengan melihat tiga masa generasi yang berbeda (P.H. 
Kooijmans, 1990:315). Masing – masing generasi didasari oleh suatu masa 
dalam sejarah yang krusial sehingga memunculkan adanya pergerakan untuk 
melahirkan hak – hak asasi manusia yang terkait. Generasi pertama hak asasi 
manusia didasari dari revolusi Prancis pada tahun 1789, generasi pertama hak 
asasi manusia muncul sehubungan dengan adanya keinginan dari masyarakat 
Prancis pada masa tersebut untuk membebaskan diri dari kekuatan 
absolutisme negara (P.H. Kooijmans, 1990:315 dan Rona K.M. Smith et al, 
2008:15). Generasi kedua hak asasi manusia menurut Vasak didasari dengan 
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adanya revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 (P.H. Kooijmans, 
1990:315). Revolusi tersebut terjadi di pertengahan perang dunia pertama dan 
disebabkan oleh keadaan Rusia yang parah karena kemiskinan dan kelaparan. 
Terjadinya revolusi tersebut membantu pembentukan dari generasi kedua hak 
asasi manusia yang menuntut negara untuk secara lebih aktif melakukan 
perlindungan dan pemenuhan atas kebutuhan – kebutuhan dasar tiap – tiap 
orang (Rona K.M. Smith, 2008:15). Generasi ketiga atau hak – hak solidaritas 
muncul berdasarkan adanya gerakan dari negara – negara berkembang atau 
negara bekas jajahan yang meminta adanya keadilan dalam tatanan 
internasional (P.H. Kooijmans, 1990:315 dan Rona K.M. Smith, 2008:16). 
Terdapatnya pemikiran bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang 
dinamis, maka tidak dapat dihalangi tindakan – tindakan perluasan makna 
atau penambahan hak oleh komunitas negara – negara (Mertus et al, 1997, 
terjemahan Gunawan, 2001:12). 
c. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia 
Terdapat beberapa jenis – jenis prinsip yang mendasari hak asasi manusia. 
Prinsip – prinsip ini dapat secara jelas ditemukan dalam hampir semua 
instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Prinsip – prinsip 
hak asasi manusia tersebut antara lain: 
1) Prinsip kesetaraan 
Prinsip kesetaraan merupakan suatu pemikiran yang menjelaskan 
bahwa semua manusia adalah setara dan harus diperlakukan sama tanpa 
ada perbedaan apapun (T. S. N. Sastry, 2011:5). Bentuk perwujudan dari 
prinsip kesetaraan dapat terlihat dalam Pasal 1 Universal Declaration on 
Human Rights (selanjutnya UDHR) yang menjelaskan bahwa : 
 
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They 
are endowed with reason and conscience and should act towards 
one another in a spirit of brotherhood.  
 
Prinsip kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap 
semua orang, namun tidak semua pemberian perlakuan yang berbeda 
terhadap seseorang menjadi suatu hal yang salah. Perlakuan yang 
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berbeda dengan dibatasi oleh kriteria yang objektif dan alasan yang 
masuk akal dapat dibenarkan (Manfred Nowak et al, 2016:26). Hal ini 
merupakan suatu pengecualian dimana terdapat keadaan yang berbeda 
maka dapat diperlakukan berbeda (Rhona K.M Smith et al, 2008:39). 
Perlakuan yang berbeda tersebut sering dikenal dengan tindakan 
afirmatif, prinsip ini dilakukan dengan maksud untuk  mendukung pihak 
yang posisinya lebih lemah (Rhona K.M Smith, 2014:Chapter 12(2)). 
Tindakan afirmatif memiliki tujuan untuk mengangkat atau menyamakan 
kedudukan dari suatu pihak atau kelompok agar menjadi setara, dengan 
cara memberikan semacam kelonggaran dan fasilitas kepada pihak atau 
kelompok tersebut (T.S.N. Sastry, 2011:5). Terdapatnya tindakan 
afirmatif memberikan alasan pembenaran untuk memberikan perlakuan 
yang berbeda atau perlakuan secara lebih kepada kelompok tertentu yang 
tidak terwakili (Rhona K.M Smith et al, 2008:39). 
2) Prinsip Non – Diskriminasi 
Diskriminasi sendiri merupakan suatu perlakuan yang tidak dapat 
dibenarkan dalam hal membedakan, mengecualikan, atau membatasi 
penikmatan dan penggunaan hak suatu pihak atau kelompok tertentu 
(Manfred Nowak et al, 2016:23). Prinsip non-diskriminasi memiliki 
hubungan yang erat dengan prinsip kesetaraan, karena dengan adanya 
pemikiran bahwa semua orang adalah setara maka seharusnya tidak 
diperbolehkan adanya tindakan yang bersifat diskriminatif tanpa adanya 
alasan yang masuk akal (Rhona K.M. Smith et al, 2008:40).  
Terdapat dua jenis diskriminasi yaitu diskriminasi secara langsung 
dan secara tidak langsung. Diskriminasi secara langsung adalah 
perlakuan yang berbeda yang dapat terlihat secara langsung, sementara 
diskriminasi secara tidak langsung menunjuk kepada hukum atau praktik 
hukum yang berdampak sebagai suatu bentuk perbedaan perlakuan 
walaupun tidak dimaksudkan untuk membedakan perlakuan terhadap 
seseorang atau kelompok (Rhona K.M. Smith et al, 2008:40).  
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Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu unsur yang utama 
dalam hukum hak asasi manusia internasional, bentuk perwujudan 
terdapat dalam berbagai macam instrumen hukum internasional 
mengenai hak asasi manusia. Bentuk ketentuan prinsip non-diskriminasi 
dapat dilihat dalam Pasal 2 UDHR yang menyatakan: 
 
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this 
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status… 
 
Melihat isi dari Pasal 2 UDHR, dijelaskan bahwa terdapat berbagai jenis 
alasan diskriminasi berdasarkan UDHR, namun alasan diskriminasi yang 
diatur berbeda di tiap – tiap instrumen hukum internasional lainnya. 
Melihat jenis alasan diskriminasi dalam ketentuan instrumen hukum 
internasional, terdapat tiga jenis alasan diskriminasi yaitu: 
a) Broad open-textured  
Perwujudan prinsip non-diskriminasi yang menganut jenis ini 
memberikan penjelasan yang sangat terbuka, dimana hanya 
menjelaskan bahwa semua orang adalah sama tanpa menyebutkan 
satu per satu jenis – jenis alasan diskriminasi (Li Wei Wei, 2004:12). 
Jenis interpretasi ketentuan prinsip non-diskriminasi yang 
menggunakan jenis broad open-textured sangat terbuka untuk 
interpretasi (Li Wei Wei, 2004:12). 
b) Exhaustive list 
Perwujudan prinsip non-diskriminasi dengan jenis ini sangat 
tertutup untuk diinterpretasikan karena dalam ketentuannya tertulis 
secara eksplisit daftar alasan – alasan diskriminasi apa saja yang 
dilarang (Li Wei Wei, 2004:12). Alasan – alasan diskriminasi 
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c) Indicatif 
Perwujudan prinsip non-diskriminasi dengan jenis ini dapat 
dikatakan merupakan gabungan dari kedua jenis sebelumnya. Jenis 
alasan diskriminasi ini tetap menuliskan suatu daftar alasan – alasan 
diskriminasi yang dilarang, namun tidak bersifat tertutup seperti jenis 
alasan exhaustive list (Li Wei Wei, 2004:12). Terdapat dua faktor 
yang membedakan jenis alasan diskriminasi indicatif, yang pertama 
adalah terdapat adanya penyebutan satu demi satu dari alasan 
dilarangnya dilakukan diskriminasi (Eric Heinze, 1995:221). Faktor 
yang kedua menjelaskan bahwa dalam suatu ketentuan terdapat 
klausa yang mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut tetap bersifat 
terbuka (Eric Heinze, 1995:221). 
3) Prinsip Kewajiban Negara 
Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak – hak 
asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya, hal tersebut 
merupakan dasar dari pergerakan hak asasi manusia dipanggung 
internasional (Richard B. Bilder 2004:1).  Negara dianggap tidak boleh 
secara sengaja mengabaikan hak dan kebebasan, justru negara memiliki 
kewajiban positif yang mengharuskan dilakukannya perlindungan secara 
aktif serta pemenuhan hak dan kebebasan (Rhona K.M Smith et al, 
2008:40). Secara umum hukum hak asasi manusia internasional dan 
hukum kebiasaan memberikan tiga kewajiban utama terhadap negara 
yaitu (Manfred Nowak et al, 2016:31) : 
a) Kewajiban untuk menghormati (to respect); 
Kewajiban memiliki arti bahwa negara harus menghormati dan 
dilarang untuk mengambil atau menghapus penggunaan atau 
penikmatan hak yang dimiliki seseorang (Jack Donnelly, 2013:36).   
b) Kewajiban untuk melindungi (to protect); 
Berdasarkan kewajiban ini negara diharuskan untuk melindungi hak 
dan kebebasan yang dimiliki oleh tiap individu dari pelanggaran – 
pelanggaran yang mungkin akan dilakukan atau yang telah 
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dilakukan oleh pihak – pihak aktor negara maupun aktor non-negara 
(Manfred Nowak et al, 2016:32). 
c) Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill)  
Negara memiliki suatu kewajiban positif yang berarti bahwa negara 
harus secara aktif melakukan sesuatu atau mengambil langkah – 
langkah yang diperlukan untuk melindungi dan memastikan 
pemenuhan hak dan kebebasan tiap individu (Rhona K.M Smith et 
al, 2008:40 dan Manfred Nowak et al, 2016:33).  
Kewajiban negara memiliki dua dimensi prinsip yaitu kewajiban negatif 
serta kewajiban positif (Jack Donnelly, 2013:34). Secara singkat, 
kewajiban positif mewajibkan negara untuk secara aktif melakukan suatu 
hal demi pemenuhan suatu hak, kebalikan dari kewajiban negatif dimana 
yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan sesuatu (T.S.N. 
Sastry, 2011:19). Kewajiban negatif melarang adanya gangguan dari 
negara terhadap penggunaan dan penikmatan hak asasi manusia secara 
individu maupun kolektif  (Jack Donnelly, 2013:34). Kewajiban positif 
mengharuskan negara untuk melakukan hal – hal tertentu, seperti 
memberikan perlindungan, kesempatan, jasa, dan sebagainya demi 
tercapainya penikmatan hak asasi manusia (Jack Donnelly, 2013:34).  
Penggunaan kewajiban positif maupun negatif sangat bergantung 
pada jenis hak asasi manusia yang dilindungi, seperti halnya dalam 
kebebasan berekspresi negara tidak diperbolehkan untuk memberikan 
banyak batasan sehingga masyarakatnya dapat dengan bebas untuk 
mengekspresikan dirinya (Rhona K.M Smith et al, 2008:41). Berbeda 
dalam hal hak untuk hidup atau hak untuk tidak disiksa, dimana dalam 
kedua hak tersebut negara memiliki kewajiban untuk melakukan atau 
mengambil langkah – langkah yang dianggap perlu untuk melindungi 
kedua hak tersebut, seperti membentuk aturan hukum yang melarang 
tindakan pembunuhan atau penganiayaan (Rhona K.M Smith et al, 
2008:41). 
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d. Subjek  - Subjek Hak Asasi Manusia 
Subjek dalam hak asasi manusia difokuskan menjadi Aktor Negara 
sebagai pemangku kewajiban dan Aktor Non – Negara sebagai pemangku 
kewajiban dan pemangku hak (Rhona K.M. Smith et al, 2008:52). 
1) Aktor Negara sebagai Pemangku Kewajiban 
Ketentuan hukum internasional pada umumnya merupakan 
ketentuan yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan kepentingan 
penting lainnya yang mengikat negara (JG Starke, 2010:77).  Keterikatan 
negara dengan ketentuan hukum internasional tersebut memberikan 
negara tanggung jawab untuk menaati ketentuan internasional tersebut. 
Terdapatnya tanggung jawab tersebut menjadikan negara sebagai entitas 
utama untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi 
manusia, setidaknya untuk warga negaranya sendiri (Rhona K.M. Smith 
et al, 2008:53).  
Ketika negara mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian 
internasional, hak dan kewajiban yang lahir tidak hanya mengikat negara 
saja namun secara tidak langsung mengikat organ – organ negara, pejabat 
negara dan juga organisasi non-pemerintah (Rhona K.M. Smith et al, 
2008:55). Negara merupakan suatu identitas yang abstrak sehingga 
sangat tidak mungkin untuk melakukan tugas dan kewajibannya sendiri. 
Hal ini menunjukkan bahwa, dalam melakukan tugasnya negara baru 
dapat melakukan  tindakan hukum tertentu melalui pejabat – pejabat, 
organ – organ, atau perwakilan – perwakilannya yang sah (Rhona K.M. 
Smith et al, 2008:76-77). 
Negara sebagai subjek hak asasi manusia dapat dilihat pula dari 
faktanya bahwa negara adalah sebuah International Person, yang 
merupakan pihak dari berbagai perjanjian internasional terkait hak asasi 
manusia (Rhona K.M. Smith et al, 2008:53). Peran negara sebagai pihak 
suatu perjanjian internasional merupakan bentuk perwujudan negara 
sebagai suatu konsep hukum teknis yang bertujuan untuk mencakup 
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ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku terhadap sekelompok 
manusia  dalam wilayahnya (JG Starke, 2010:78).  
2) Aktor Non – Negara Pemangku Kewajiban 
Aktor non-negara sebagai pemangku kewajiban yang dimaksud 
disini adalah seperti korporasi multinasional, kelompok bersenjata, serta 
individu (Rhona K.M. Smith et al, 2008:55-56). Aktor seperti korporasi 
multinasional memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan negara 
dalam bidang – bidang tertentu, sehingga dinilai memiliki peluang untuk 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung maupun tidak 
langsung  (Rhona K.M. Smith et al, 2008:55-56). Aktor seperti kelompok 
bersenjata sangat berhubungan dengan hak asasi manusia terutama dalam 
perkembangan hukum humaniter (Rhona K.M. Smith et al, 2008:56). 
Individu juga memiliki peran sebagai pemangku kewajiban, terutama 
dalam bidang pertanggungjawaban pribadi dalam hal pelanggaran hak 
asasi manusia berat (Rhona K.M. Smith et al, 2008:57). 
3) Aktor Non – Negara Pemangku Hak 
Individu atau sekelompok individu adalah subjek yang jelas 
memiliki peran sebagai pemegang hak, khususnya individu atau 
kelompok individu yang haknya rentan mengalami pelanggaran (Rhona 
K.M. Smith et al, 2008:57). Individu merupakan pemegang hak utama 
dalam hak asasi manusia (Jack Donnelly, 2013:29). Sebagai contoh jika 
melihat ketentuan dalam UDHR semua hak yang tercantum didalamnya 
adalah hak yang ditujukan kepada individu, dengan pengecualian hak 
untuk menentukan diri sendiri  (Jack Donnelly, 2013:29).  
Pemegang hak lainnya selain individu adalah kelompok,  dalam 
perkembangan hukum hak asasi manusia internasional sendiri, hak 
kelompok mengacu kepada hak – hak masyarakat adat, pengungsi, dan 
minoritas (Rhona K.M. Smith et al, 2008:58). Hak kelompok disini juga 
mengacu kepada individu yang merupakan anggota dari kelompok- 
kelompok terkait (Jack Donnelly, 2013:30). Hal ini menunjukkan bahwa 
walaupun disebut sebagai suatu hak kelompok, namun perlindungan 
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yang dimaksud dalam hak tersebut adalah hak dari individu yang 
merupakan anggota dari kelompok tersebut (Jack Donnelly, 2013:30). 
e. Tanggung Jawab dan Kewajiban yang dimiliki oleh Negara  dalam Hak 
Asasi Manusia 
Berdasarkan definisi dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu 
keharusan untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan 
kepadanya (Andi Hamzah, 1986:570). Hukum hak asasi manusia 
internasional menunjuk kepada negara yang memiliki tanggung jawab untuk 
mewujudkan hak asasi manusia (Rhona K.M. Smith et al, 2008:53). Hal 
tersebut dikarenakan negara dalam kerangka hukum internasional, substansi 
yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional sebagian besar 
ditujukan kepada negara  (Richard B. Bilder, 2004:9). Negara juga 
merupakan entitas atau komponen utama yang terlibat dalam hal ratifikasi 
atau adopsi perjanjian internasional  (Chrisbiantoro, 2014:2). Berdasarkan hal 
tersebut maka melekat tanggung jawab terhadap negara sebagai subjek yang 
harus memastikan terwujudnya hak asasi manusia (Chrisbiantoro, 2014:2). 
Negara – negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, seperti 
Indonesia, negara sebagai pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab 
kepada masyarakat yang diperintah (Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013:109). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa negara sebagai pihak yang diberikan 
tanggung jawab harus menjalankan mandat dari masyarakat untuk 
melindungi hak asasi manusia mereka (Samantha Besson, 2015:263).  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanggung jawab 
merupakan suatu keharusan untuk melakukan apa yang diwajibkan, hal 
tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab melahirkan suatu kewajiban 
yang harus dilakukan (T. S. N. Sastry, 2011:27). Definisi dari kewajiban 
adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual (Zainal Asikin, 
2013:121). Berdasarkan black’s law dictionary, suatu kewajiban dapat 
muncul melalui perjanjian atau melalui operasi hukum (Bryan A. Garner, 
1999:544). Lahirnya kewajiban dalam hukum internasional berhubungan 
dengan prinsip pacta sunt servanda. Prinsip tersebut memberikan wewenang 
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kepada negara untuk mengatur perilaku antar sesama negara melalui adanya 
kesepakatan  (Hans Kelsen, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, 2011:357). 
Melalui kesepakatan tersebut terbentuklah norma – norma internasional yang 
berlaku sebagai suatu kewajiban terhadap negara – negara yang terkait (Hans 
Kelsen, 1978, terjemahan Raisul Muttaqien, 2011:357). Jika dikaitkan 
dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 
terdapat tiga kewajiban umum yang diadopsi oleh hukum hak asasi manusia 
internasional, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi 
manusia (Chrisbiantoro, 2014:2). 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam 
sub bahasan ini bukan mengacu kepada teori pertanggungjawaban negara 
(state responsibility). Pembahasan mengenai tanggung jawab negara yang 
dimaksud disini adalah tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi 
kewajiban negara yang timbul dari suatu hukum.  
f. Sumber – Sumber Hak Asasi Manusia 
1) Sumber – Sumber Hak Asasi Manusia yang Mengikat Secara Hukum 
Sumber hukum internasional merupakan bahan dan proses dimana 
aturan dan kaidah yang mengatur komunitas internasional dikembangkan 
(Rhona K.M Smith, et al, 2008:58). Sumber – sumber hukum yang 
mengikat secara hukum atau hard law merupakan tipe sumber yang ideal 
karena mengacu kepada hubungan hukum dan kewajiban yang bersifat 
mengikat secara hukum yang tepat dan memberikan otoritas untuk 
dilakukannya interpretasi dan implementasi terhadap ketentuan yang 
terdapat didalamnya (Gregory Schaffer dan Mark A. Pollack, 
2011:1160). Instrumen hard law memiliki keuntungan seperti dapat 
dilakukannya paksaan dalam hal implementasi instrumen tersebut 
melalui pemberian sanksi hukum serta dapat memiliki akibat hukum 
langsung pada jurisdiksi nasional atau melalui penerapan hukum 
domestik (Gregory Schaffer dan Mark A. Pollack, 2011:1162). 
Sumber hak asasi manusia internasional yang mengikat secara 
hukum muncul dalam berbagai perjanjian – perjanjian internasional. 
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Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai suatu instrumen hukum 
internasional yang terpenting dan utama dalam hubungan internasional 
antar negara, hal ini dikarenakan sifatnya yang tertulis sehingga 
memudahkan dalam hal pembuktian (Sefriani, 2011:28). Secara umum 
perjanjian internasional merupakan bentuk kesepakatan antara negara – 
negara yang terkait dan terikat dalam suatu perjanjian internasional, 
maka dengan adanya kesepakatan tersebut yang tertulis dalam perjanjian 
internasional menjadi sebuah hukum bagi negara yang terlibat dalam 
kesepakatan (Rhona K.M Smith et al, 2008:59).  
Perkembangan pembentukan perjanjian internasional mengenai hak 
asasi manusia mulai terlihat semenjak dimasukkannya perlindungan hak 
asasi manusia sebagai salah satu prinsip dalam Piagam PBB dan 
pembentukan UDHR pada tahun 1948 yang memberikan suatu standar 
universal umum mengenai hak asasi manusia (Manfred Nowak et al, 
2016:42). Pembentukan perjanjian internasional terus berkembang, 
hingga saat ini terdapat berbagai perjanjian hukum internasional yang 
mengikat dan secara lebih khusus melindungi suatu  bagian dalam hak 
asasi manusia, berikut adalah perjanjian internasional yang mengikat 
secara hukum dan dikenal sebagai inti dari perjanjian internasional 
mengenai hak asasi manusia (Manfred Nowak et al, 2016:43) : 
a) International Covenant on Civil and Political Rights (Optional 
Protocol to the ICCPR dan Second Optional Protocol to the ICCPR 
aiming at the abolition of the death penalty;   
b) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Optional Protocol to the ICESCR);   
c) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination;  
d) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (Optional Protocol to CEDAW); 
e) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (Optional Protocol to CAT) 
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f) Convention on the Rights of the Child (Optional Protocols to CRC 
on the involvement of children in armed conflict and on the sale of 
children, child prostitution and child pornography dan Optional 
Protocol to CRC on a communications procedure); 
g) International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families; 
h) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Optional 
Protocol to CRPD);  
i) International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance. 
2) Sumber – Sumber Hak Asasi Manusia yang Tidak Mengikat Secara 
Hukum 
 Sumber hak asasi manusia yang tidak mengikat secara hukum atau 
yang dapat disebut sebagai soft law merupakan suatu instrumen yang 
bentuknya bervariasi, mulai dari perjanjian internasional dengan 
kewajiban yang lunak hingga resolusi yang tidak mengikat secara hukum 
atau kode etik yang diterima oleh organisasi internasional maupun 
regional (Michéle Olivier, 2002:295). Sifatnya yang tidak mengikat 
secara hukum, soft law menitikberatkan pada tingkat moral dan politik 
(Michéle Olivier, 2002:295). Sumber hak asasi manusia yang tidak 
mengikat secara hukum dapat dikatakan tidak membentuk suatu 
kewajiban yang dapat dipaksakan melainkan membentuk suatu tekanan 
atau untuk mempengaruhi tindakan negara – negara di tingkat 
internasional (Michéle Olivier, 2002:295). 
a) Deklarasi, Resolusi, dan Rekomendasi Organisasi Internasional 
Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) atau organisasi internasional 
maupun regional lainnya banyak mengeluarkan berbagai bentuk 
resolusi maupun rekomendasi yang dijadikan suatu acuan dalam 
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (Rhona K.M Smith 
et al, 2008:63). Deklarasi, resolusi, dan rekomendasi tersebut 
walaupun tidak bersifat mengikat secara hukum, namun instrumen 
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hukum internasional tersebut membantu memberikan suatu standar 
atau suatu penjelasan yang menyeluruh mengenai hak asasi manusia 
yang diakui secara luas (Richard B.Bilder, 2004:7).   
b) Kebijakan dan Praktik Internasional 
Kebijakan dan praktik internasional yang dimaksud dalam 
bagian ini adalah berbagai bentuk keputusan dan tindakan yang 
diambil oleh organ – organ internasional dalam mendukung usaha – 
usaha khusus dalam melindungi dan menegakan hak asasi manusia 
(Rhona K.M Smith et al, 2008:64). Mengenai implementasi hak 
asasi manusia sendiri PBB memiliki dua sistem yaitu sistem berbasis 
piagam (Charter-based system) dan sistem berbasis perjanjian 
(Treaty-based system) (APF, 2012:19). Sistem berbasis piagam 
memiliki tanggung jawab atas perkembangan hukum hak asasi 
manusia internasional dan seluruh perjanjian internasional inti 
mengenai hak asasi manusia (APF, 2012:19). Berbeda dengan 
sistem berbasis perjanjian yang hanya bertanggung jawab untuk 
melakukan pemajuan, interpretasi, dan pemantauan terhadap suatu 
perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia (APF, 
2012:19).  
Berdasarkan sistem berbasis piagam kemudian dibentuk Human 
Rights Council pada tahun 2006 yang terdiri dari 47 Negara Anggota 
PBB memiliki beberapa mekanisme (APF, 2012:27). Human Rights 
Council dapat melakukan tinjauan mengenai keadaan hak asasi 
manusia terhadap seluruh Negara Anggota PBB melalui mekanisme 
universal periodic review selama satu kali dalam empat setengah 
tahun (Manfred Nowak et al, 2016:68). Hasil dari universal periodic 
review adalah adanya suatu laporan dan rekomendasi yang diberikan 
kepada negara anggota PBB yang sedang ditinjau (APF, 2012:19).  
Berdasarkan sistem berbasis perjanjian, terbentuk organ yang 
bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi hak 
asasi manusia di negara anggota melalui pemeriksaan laporan yang 
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dikirimkan oleh negara maupun oleh organisasi atau badan lain baik 
internasional maupun nasional yang berhubungan atau memiliki 
kepentingan dengan isu terkait (Manfred Nowak et al, 2016:55). 
Sebagai contoh salah satu organ yang lahir dari sistem yang berbasis 
perjanjian adalah Komite Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk 
memantau implementasi dari ICCPR. Pemeriksaan terhadap laporan 
tersebut dapat dibentuk suatu rekomendasi dan suatu komentar 
umum yang merupakan suatu sumber interpretasi terhadap ketentuan 
– ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional terkait 
(Manfred Nowak et al, 2016:56).  
g. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
Pelanggaran hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dimana negara, baik dengan perbuatannya sendiri (commission) 
maupun dengan kelalaian (ommission), melanggar suatu kewajiban yang lahir 
dari instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia (Rhona 
K.M. Smith et al, 2008:69). Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan 
tindakan ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan oleh negara yang 
dilarang atau bertentangan dengan instrumen hukum internasional mengenai 
hak asasi manusia terkait (Yosep Adi Prasetyo, 2010:4). Kelalaian yang 
dilakukan oleh negara dapat mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi 
manusia, ketika negara tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh instrumen 
hukum internasional mengenai hak asasi manusia terkait (Yosep Adi 
Prasetyo, 2010:4)  
 
2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
ICCPR merupakan salah satu bagian dari suatu kesatuan instrumen hukum 
internasional yang bersamaan dengan UDHR dan ICESCR, ketiga instrumen 
hukum internasional mengenai hak asasi manusia tersebut dikenal dengan 
International Bill of Rights (Rhona K.M Smith et al, 2008:88). UDHR 
merupakan elemen utama dari International Bill of Rights karena dinilai 
melambangkan pandangan bersama dunia terhadap hak asasi manusia (Rhona 
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K.M Smith, 2014:Chapter 4, 3). Hal ini menunjukkan adanya suatu konsensus 
di tingkat internasional mengenai isi dari hak asasi manusia yang diakui, UDHR 
sendiri mencantumkan hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial bagi 
individu maupun kelompok (Rhona K.M Smith et al, 2008:89). Pada tahun 1948 
semua Negara Anggota PBB pada saat itu setuju dengan pengadopsian UDHR, 
walaupun demikian UDHR bersifat tidak mengikat secara hukum (Richard 
B.Bilder, 2004:7 dan Rhona K.M Smith et al, 2008:89). Hal ini kemudian 
mendorong pembentukan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia 
yang mengikat, pada tahun 1966 dibentuk dua kovenan yang mengikat yaitu 
ICCPR dan ICESCR (Rhona K.M Smith, 2014:Chapter 4, 8). Hak – hak yang 
terdapat dalam ICCPR dan ICESCR merupakan pembagian dari isi UDHR, 
ICCPR mengandung bagian hak sipil dan politik sementara ICESCR 
mengandung hak sosial, ekonomi, dan budaya.  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bahasan prinsip – 
prinsip hak asasi manusia, terdapat tiga prinsip utama dalam hak asasi manusia 
yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non – diskriminasi, dan prinsip kewajiban 
negara. Penganutan ICCPR terhadap prinsip – prinsip tersebut dapat dilihat 
dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR (Gillian MacNaughton, 
2009:50). Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: 
 
Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure 
to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights 
recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status” 
 
Serta Pasal 26 yang menyatakan : 
 
All persons are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall 
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective 
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. 
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Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR melambangkan prinsip kewajiban 
negara karena mewajibkan negara anggota untuk menghormati dan menjamin 
hak – hak dalam ICCPR terhadap seluruh Individu yang ada dalam wilayahnya 
(Gillian MacNaughton, 2009:50). Pasal 26 ICCPR menjelaskan mengenai 
kesetaraan semua manusia di hadapan hukum dan perlindungan hukum bagi 
semua orang (Gillian MacNaughton, 2009:50). Menurut pendapat Manfred 
Nowak yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Gillian MacNaughton, 
kesetaraan semua orang di hadapan hukum memiliki arti bahwa hukum harus 
diaplikasikan secara sama kepada semua orang dan semua orang berhak atas 
perlindungan hukum (Gillian MacNaughton, 2009:50). Prinsip non-diskriminasi 
dapat ditemukan dalam kedua pasal tersebut yang memberikan pelarangan 
dilakukannya diskriminasi yang berbasis status, seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, status politik, nasionalitas, properti, kelahiran, atau 
status lainnya (Gillian MacNaughton, 2009:49). Berikut akan dijelaskan secara 
lebih lengkap mengenai hak, kewajiban, dan pembatasan yang diatur dalam 
ICCPR, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam. 
a. Hak – Hak yang Tercantum dalam ICCPR 
ICCPR pada intinya mencantumkan hak sipil dan politik yang 
merupakan hak – hak yang bersifat mendasar karena dinilai hak-hak tersebut 
harus dimiliki oleh siapapun dalam berbagai sistem masyarakat yang 
demokratis dan adil (Rhona K.M Smith, 2014:Chapter 4, 9). Hak – hak yang 
terkandung dalam ICCPR adalah mengenai hubungan antara negara dengan 
warga negaranya serta mencerminkan kebebasan individu (Rhona K.M. 
Smith et al, 2008:93).  Secara lebih lengkap hak-hak yang diatur dalam 
ICCPR antara lain adalah:  
1) Pasal 6 - Pasal 8, menggambarkan hak untuk mendapatkan perlindungan 
terhadap fisik seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, 
dan hak untuk bebas dari perbudakan.  
2) Pasal 9 - Pasal 11, menggambarkan hak untuk kebebasan dan keamanan 
atas seseorang dari penahanan yang sewenang – wenang dan hak 
seseorang ketika kemerdekaannya direnggut.  
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3) Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17 – Pasal 19, dan Pasal 21 – 25, 
menggambarkan hak untuk kebebasan pribadi seperti kebebasan untuk 
bergerak, untuk memiliki privasi, untuk beragama dan berkeyakinan, 
untuk berpendapat, untuk berkumpul, untuk berkeluarga dan 
berpartisipasi dalam politik. 
4) Pasal 14 – Pasal 16, menggambarkan hak kesamaan dalam prosedural 
hukum yang adil.  
5) Pasal 20 menggambarkan hak untuk terbebas dari propaganda perang dan 
kebencian dengan dasar tertentu.  
6) Pasal 26 dan Pasal 27 menggambarkan mengenai non – diskriminasi, hak 
kelompok minoritas, dan persamaan dimata hukum.  
Semua hak – hak yang diatur dalam ICCPR yang disebutkan di atas, 
dibagi menjadi dua jenis yaitu hak yang tidak dapat ditangguhkan atau Non-
derogable Rights dan hak yang dapat ditangguhkan  atau Derogable Rights 
(Yosep Adi Prasetyo, 2010:2). Penjelasan mengenai dua jenis hak tersebut 
secara implisit dijelaskan dalam Pasal 4 ICCPR yang menjelaskan mengenai 
pembatasan derogasi yang diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pasal 4 ayat 
(1) ICCPR yang menyatakan: 
In time of public emergency which threatens the life of the nation and the 
existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the 
present Covenant may take measures derogating from their obligations 
under the present Covenant to the extent strictly required by the 
exigencies of the situation, provided that such measures are not 
inconsistent with their other obligations under international law and do 
not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, 
language, religion or social origin. 
Dijelaskan bahwa syarat diperbolehkannya pembatasan derogasi ini adalah 
ketika terjadi keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa yang telah 
diumumkan secara resmi, dilakukan karena diperlukan oleh tuntutan situasi, 
tidak bertentangan dengan kewajiban lain negara, dan tidak dilakukan semata 
– mata dengan tujuan untuk mendiskriminasi. 
Pasal 4 ayat (2) ICCPR kemudian menjelaskan mengenai pengecualian 
terhadap derogasi, yaitu terdapat hak – hak yang tidak boleh sama sekali 
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ditangguhkan dalam keadaan apapun. Hak – hak tersebut adalah Pasal 6 (hak 
untuk hidup), Pasal 7 (hak untuk bebas dari penyiksaan), Pasal 8 (hak untuk 
bebas dari perbudakan), Pasal 11 (Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan 
memenuhi kewajiban kontraktual), Pasal 15 (Hak untuk tidak dipidana 
berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (Hak sebagai subyek 
hukum), dan Pasal 18 (Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan 
berkeyakinan). Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuh pasal tersebut 
merupakan hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apapun. 
Pasal yang dapat menjamin hak dari kelompok transgender dari tindakan 
kekerasan dalam ICCPR adalah Pasal 7 yang menyatakan: 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without 
his free consent to medical or scientific experimentation. 
Organ sistem berbasis perjanjian yang lahir dari ICCPR adalah Komite Hak 
Asasi Manusia, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 7 ICCPR 
dalam Komentar Umum Nomor 20 tentang pelarangan atas penyiksaan atau 
perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi lainnya. Dijelaskan 
dalam Paragraf 2 Komentar Umum Nomor 20 yang menyatakan: 
The aim of the provisions of Article 7 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights is to protect both the dignity and the physical 
and mental integrity of the individual. It is the duty of the State party to 
afford everyone protection through legislative and other measures as 
may be necessary against the acts prohibited by Article 7, whether 
inflicted by people acting in their official capacity, outside their official 
capacity or in a private capacity (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pasal 7 ICCPR 
memiliki fungsi untuk tidak hanya melindungi fisik dari seseorang namun 
juga untuk melindungi integritas mental seseorang. Pasal 7 ICCPR juga 
memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pihak 
aktor negara maupun aktor non – negara. Pasal 7 ICCPR juga memberikan 
kewajiban kepada negara anggota ICCPR untuk memberikan perlindungan 
terhadap semua orang melalui jalur legislatif atau jalur lainnya.  
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ICCPR juga mengakui hak – hak yang dimiliki oleh kelompok minoritas, 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 yang menyatakan:  
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, 
persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in 
community with the other members of their group, to enjoy their own 
culture, to profess and practice their own religion, or to use their own 
language. 
Penjelasan mengenai kelompok minoritas secara lebih lanjut dijelaskan 
dalam Komentar Umum Nomor 23 tentang hak – hak kelompok minoritas 
yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 1994. Paragraf 5 
Komentar Umum Nomor 23 menjelaskan bahwa ICCPR melindungi tiap – 
tiap individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki 
kesamaan budaya, agama, atau bahasa (Komite Hak Asasi Manusia, 1994:2). 
Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa negara anggota memiliki kewajiban baik 
secara negatif maupun secara positif kepada negara untuk melindungi 
kelompok minoritas yang terdapat di wilayah negaranya (Komite Hak Asasi 
Manusia, 1994:3). Perlindungan dari Pasal 27 ICCPR tersebut ditujukan 
kepada tiap kelompok minoritas yang berada di wilayah suatu negara, tidak 
melihat apakah kelompok minoritas tersebut merupakan warga negara atau 
bukan (Komite Hak Asasi Manusia, 1994:2). 
b. Kewajiban yang Lahir dari ICCPR 
ICCPR melahirkan kewajiban – kewajiban yang mengikat dan harus 
dipatuhi oleh tiap – tiap negara anggota. Bentuk kewajiban yang lahir dari 
ICCPR Kewajiban yang terdapat dalam ICCPR secara umum diatur dalam 
Pasal 2 ICCPR yang menyatakan: 
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to 
ensure to all individuals within its territory and subject to its 
jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without 
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status. 
2.  Where not already provided for by existing legislative or other 
measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take 
the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and 
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with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other 
measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in 
the present Covenant.  
3.  Each State Party to the present Covenant undertakes:  
(a)  To ensure that any person whose rights or freedoms as herein 
recognized are violated shall have an effective remedy, 
notwithstanding that the violation has been committed by persons 
acting in an official capacity;  
(b)  To ensure that any person claiming such a remedy shall have his 
right thereto determined by competent judicial, administrative or 
legislative authorities, or by any other competent authority 
provided for by the legal system of the State, and to develop the 
possibilities of judicial remedy;  
(c)  To ensure that the competent authorities shall enforce such 
remedies when granted.” 
Secara umum kewajiban yang diwajibkan dalam ICCPR terdapat dalam Pasal 
2 ayat (1) menjelaskan bahwa negara anggota ICCPR wajib untuk 
menghormati (respect) dan menjamin (ensure) kepada seluruh individu 
dalam wilayahnya atas semua hak yang tercantum dalam ICCPR. Kewajiban 
negara untuk menghormati memiliki arti bahwa negara tidak diperbolehkan 
untuk mengganggu penikmatan hak – hak sipil dan politik bagi individu 
maupun kelompok (Manfred Nowak et al , 2016:32).  
Kewajiban kedua yang diberikan oleh ICCPR adalah kewajiban untuk 
menjamin semua hak – hak dalam ICCPR terhadap seluruh individu dalam 
wilayah negara anggota. Berdasarkan Paragraf 3 Komentar Umum Nomor 28 
tentang Kesetaraan Hak antara Laki – Laki dan Perempuan, dijelaskan bahwa 
terdapat dua ruang lingkup dari kewajiban untuk menjamin yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ICCPR, yaitu perlindungan dan pemenuhan (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2000:1). Kewajiban untuk menjamin hak yang terdapat dalam 
ICCPR terhadap seluruh individu yang terdapat dalam wilayah suatu negara 
anggota dapat dilakukan dengan membentuk serta memastikan agar 
konstitusi, hukum, dan kebijakan yang dimiliki negara anggota tidak bersifat 
diskriminatif dan melakukan langkah – langkah yang perlu untuk mencegah, 
mengurangi, menghapus kondisi dan sikap yang menyebabkan diskriminasi 
(ACJ, 2010:11).  
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Kewajiban suatu negara untuk menghormati dan menjamin terjaminnya 
hak – hak yang tercantum dalam ICCPR adalah bersifat kumulatif, hal ini 
sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Paragraf 1 Komentar Umum Nomor 
3 tentang Pelaksanaan di Tingkat Nasional yang diadopsi oleh Komite Hak 
Asasi Manusia pada tahun 1981, yang menjelaskan bahwa: 
The Committee considers it necessary to draw the attention of States 
parties to the fact that the obligation under the Covenant is not confined 
to the respect of human rights, but that States parties have also 
undertaken to ensure the enjoyment of these rights to all individuals 
under their jurisdiction (Komite Hak Asasi Manusia, 1981:1). 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negara anggota 
ICCPR tidak hanya terbatas untuk menghormati hak asasi manusia, namun 
juga harus wajib untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk 
memastikan terjaminnya hak – hak tiap orang yang berada di dalam wilayah 
yurisdiksinya.   
Paragraf 6 Komentar Umum Nomor 31 tentang Sifat Kewajiban Hukum 
Umum Negara-negara Pihak pada Kovenan, memberikan penjelasan bahwa 
kewajiban yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR bersifat negatif dan 
positif (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:3). Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, kewajiban negatif menunjukkan bahwa dalam 
menghormati dan menjamin hak seseorang negara dilarang untuk terlalu 
banyak melakukan pembatasan (Rhona K.M Smith et al, 2008:40). 
Kewajiban positif menunjukkan bahwa negara juga harus secara aktif 
melindungi dan memastikan terpenuhinya hak – hak yang tercantum dalam 
ICCPR (Rhona K.M Smith et al, 2008:41).  
Pasal 2 ayat (2) ICCPR menjelaskan cara yang dapat mengefektifkan 
ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam ICCPR yaitu dengan 
memberikan kewajiban bagi negara anggota untuk melakukan tindakan 
legislatif atau tindakan lainnya yang dirasa perlu (Ifdal Kashim, 2007:3). 
Paragraf 13 Komentar Umum Nomor 31 menjelaskan bahwa pada intinya 
kewajiban yang tertera dalam Pasal 2 ayat (2) ICCPR mewajibkan negara 
anggota untuk mengubah hukum dan praktik nasional agar selaras dan 
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memenuhi standar seperti yang diatur dalam ICCPR (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2004:5). Negara anggota juga diperbolehkan untuk mengambil 
langkah lain yang dapat dilakukan selain melalui legislatif seperti melalui 
langkah yudisial, administratif, maupun edukatif dengan tujuan untuk 
memberikan dampak hukum terhadap hak – hak yang terdapat dalam ICCPR 
serta meningkatkan kesadaran pejabat publik, agen negara, serta masyarakat 
luas mengenai hak sipil dan politik (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:3).  
Kewajiban dalam ICCPR berikutnya tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) 
yang memberikan kewajiban bagi negara anggota untuk memberikan suatu 
pemulihan bagi para korban pelanggaran hak dan kebebasan yang tercantum 
dalam ICCPR (Ifdal Kashim, 2007:3). Paragraf 15 Komentar Umum Nomor 
31 menjelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran hak – hak yang terkandung 
dalam ICCPR, pemulihan yang wajib diberikan oleh negara anggota ICCPR 
haruslah bersifat efektif dan mudah untuk diakses (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2004:6). Komentar Umum Nomor 31 dalam Paragraf 15 juga 
menekankan kepada negara anggota atas pentingnya pembentukan 
mekanisme yudisial atau administratif yang diperlukan untuk membantu 
mempermudah pelaporan atas pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin 
terjadi (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:6).  
c. Interpretasi Terhadap Ketentuan dalam ICCPR 
Hukum internasional mengenal tiga aliran utama mengenai interpretasi 
terhadap perjanjian internasional, yaitu intention school; textual school; dan 
teleological school (Shiyan Sun, 2007:19). Ketiga aliran interpretasi 
perjanjian internasional tersebut memiliki implikasi yang berbeda satu 
dengan lainnya. Aliran intention school mengacu kepada interpretasi 
berdasarkan kehendak para pembentuk perjanjian internasional. Aliran 
textual school mengacu kepada interpretasi berdasarkan naskah perjanjian 
internasional. Aliran teleological school mengacu kepada interpretasi 
berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional tersebut (Shiyan 
Sun, 2007:19 dan Ulf Linderfalk, 2007:204). 
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Melihat ketentuan – ketentuan dalam ICCPR dimana terdapat kalimat – 
kalimat yang dinilai abstrak dan samar, sehingga sangat diperlukan tindakan 
terhadap ICCPR (Shiyan Sun, 2007:22). Interpretasi terhadap ketentuan – 
ketentuan yang terdapat dalam ICCPR telah menjadi salah satu bagian tugas 
dari Komite Hak Asasi dalam memastikan pengimplementasian ICCPR di 
negara – negara anggota (Shiyan Sun, 2007:22).  
Melalui berbagai jenis komentar umum yang dikeluarkan oleh Komite 
Hak Asasi Manusia terhadap ICCPR, ditemukan dalam Komentar Umum 
Nomor 31 bahwa Komite Hak Asasi Manusia melakukan interpretasi 
terhadap ICCPR dengan melihat maksud dan tujuan dari ICCPR (Komite Hak 
Asasi Manusia, 2004:3). ICCPR sendiri memiliki maksud dan tujuan untuk 
menjaga dan memajukan hak dan kebebasan individu (Shiyan Sun, 2007:22).  
Komite Hak Asasi Manusia juga melihat perlunya melakukan 
interpretasi terhadap ICCPR secara dinamis (Dominic Mcgoldrick, 
2016:627). Interpretasi secara dinamis tersebut menjelaskan bahwa 
interpretasi terhadap ICCPR harus mempertimbangkan makna ketentuan 
dalam ICCPR yang dapat berevolusi dan berubah dengan perkembangan 
sosial, dan tidak boleh statis atau tunduk pada isi aslinya (Shiyan Sun, 
2007:30). 
d. Pembatasan Terhadap Hak dalam ICCPR 
Tidak semua hak yang diatur dalam ICCPR bersifat absolut. Negara 
dalam melakukan kewajibannya untuk menerapkan aturan dalam ICCPR, 
memiliki keleluasaan untuk membatasi hak – hak tertentu demi tercapainya 
perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Pembatasan tersebut antara 
lain adalah limitasi, derogasi, dan reservasi (Manfred Nowak et al, 2016:47). 
1) Limitasi 
Limitasi merupakan pemberian suatu keformalitasan, persyaratan, 
restriksi, ataupun hukuman terhadap pengakuan, penikmatan, dan 
penggunaan suatu hak tertentu yang bertujuan untuk melindungi 
keamanan bangsa, integritas teritorial negara, keamanan publik, mencegah 
terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, melindungi kesehatan publik 
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atau moral publik, maupun melindungi reputasi, hak, dan kebebasan orang 
lain. (Manfred Nowak et al, 2016:48). Pembatasan secara limitasi ini tidak 
dapat secara bebas dilakukan oleh negara. Limitasi harus dilakukan 
melalui hukum nasional masing –masing negara dengan membuat 
peraturan – peraturan yang dibutuhkan untuk menjalankan limitasi 
tersebut. Suatu limitasi yang dilakukan juga harus memiliki maksud yang 
logis seperti yang tercantum di atas (Manfred Nowak et al, 2016:48). 
2) Derogasi 
Derogasi sendiri memiliki arti sebagai sesuatu pengecualian. 
Pengecualian dalam artian bahwa negara menghindari atau 
mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawabnya secara hukum atas 
suatu pelanggaran hak asasi manusia tertentu (Rhona K.M. Smith et al, 
2008:41). Pengecualian tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hak – hak 
yang bersifat derogable atau yang dapat ditangguhkan (Rhona K.M. Smith 
et al, 2008:42). Dilakukannya derogasi juga memiliki syarat – syarat 
tertentu, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang 
menjelaskan bahwa derogasi hanya dapat dilakukan ketika adanya situasi 
darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan kehidupan suatu negara, 
keamanan nasional, dan disintegrasi bangsa. Derogasi memperbolehkan 
suatu negara untuk menghilangkan secara sementara kewajiban atau 
tanggung jawabnya terhadap hak – hak yang dapat ditangguhkan yang 
terdapat dalam ICCPR dan perjanjian internasional lain (Rhona K.M. 
Smith et al, 2008:43). 
3) Reservasi 
Pembatasan melalui reservasi merupakan suatu pernyataan unilateral 
yang disampaikan oleh negara mengenai suatu perjanjian internasional 
dalam proses penandatanganan, ratifikasi, acceptance, persetujuan, atau 
aksesi yang dilakukan untuk mengeluarkan, tidak memasukkan, 
memodifikasi dampak hukum atas substansi dari suatu perjanjian 
internasional yang akan diaplikasikan di suatu negara (Nowak et al, 
2016:51). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
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Perjanjian Internasional, istilah reservasi disebut dengan persyaratan. 
Reservasi atau persyaratan akan melahirkan suatu batasan terhadap 
kewajiban dan tanggung jawab suatu negara. Hal ini dikarenakan negara 
menjadi tidak terikat dengan substansi dari perjanjian internasional yang 
dinyatakan dikeluarkan oleh negara (Rhona K.M. Smith et al, 2008:46). 
 
3) Transgender 
a. Konsep Sex dan Gender 
Demi tercapainya pemahaman yang lebih mengenai transgender, 
pertama harus dikenal terlebih dahulu mengenai konsep sex dan gender. 
Secara singkat, sex atau jenis kelamin mengacu kepada genital biologis 
manusia ketika dilahirkan, secara biologis manusia dilahirkan berjenis 
kelamin antara laki – laki (penis) dan perempuan (vagina) (Arivia dan Gina, 
2015: 369). Gender merupakan suatu pola perilaku yang digunakan untuk 
mendikte bagaimana seharusnya seseorang menjalankan kehidupannya 
sebagai laki – laki atau perempuan (Eric Heinze, 1995: 216).   
Berbicara mengenai gender akan sangat berhubungan dengan norma 
sosial. Norma sosial merupakan peraturan – peraturan yang bersifat informal 
yang berada di tengah masyarakat yang mengatur bagaimana suatu individu 
atau kelompok yang berada di dalam masyarakat tersebut harus berperilaku 
(Sam Killermann, 2017:55). Norma sosial dalam hubungannya dengan 
gender akan menghasilkan norma gender (Gender Norms) yaitu peraturan 
yang bersifat informal yang dipaksakan oleh masyarakat mengenai 
bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan jenis kelamin dan 
gendernya, namun norma gender sering kali dianggap sebagai suatu hal yang 
sangat menyatu dalam seorang manusia  (Sam Killermann, 2017:57). Contoh 
dari norma gender ini adalah misalnya anak laki – laki tidak boleh menyukai 
warna merah muda.  
Norma gender dalam masyarakat kemudian memunculkan peran (role) 
sosial yang dilengkapi dengan segenap kewajiban dan perilaku yang telah 
ditentukan. Perbedaan antara norma gender dengan peran gender (Gender 
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Roles) adalah norma gender merupakan peraturan informal mengenai gender, 
sementara peran gender lebih mengacu kepada pengelompokan norma 
tersebut secara lebih spesifik yang menghasilkan posisi suatu gender dalam 
masyarakat (Sam Killermann, 2017:58). Peran gender akan memberikan efek 
terhadap sifat dan tindakan suatu individu. Ketika seseorang tidak berperilaku 
sesuai dengan norma gender atau peran gender akan mengakibatkan suatu a 
no-win situation, dimana jika melanggar norma dan peran gender akan 
mengakibatkan konflik eksternal dan jika mengikuti norma dan peran gender 
akan mengakibatkan konflik secara internal (Sam Killermann, 2017:59).  
Norma dan peran gender terhadap suatu individu di tengah masyarakat 
sering disambungkan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Hal ini disebabkan 
karena adanya suatu ide bahwa manusia merupakan suatu hasil dari program 
genetik atau biological essentialism. Jadi bagaimana sifat kita, bagaimana 
kita berperilaku atau bertindak sangat dipengaruhi oleh aspek fisik kita. 
Namun, jika kita melihat norma gender yang berlaku, dapat dilihat bahwa 
norma tersebut merupakan hasil dari pemikiran masyarakat bukan secara 
biologis (Sam Killermann, 2017:61).  
b. Konsep SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) 
Sebelum memahami apa yang disebut dengan transgender, terlebih 
dahulu harus memahami konsep SOGIE atau Sexual Orientation, Gender 
Identity and Expression atau orientasi seksual, Identitas dan Ekspresi Gender. 
Konsep SOGIE memiliki empat unsur utama yaitu identitas gender, ekspresi 
gender, jenis kelamin, dan seksualitas.  
1) Identitas Gender 
Identitas gender adalah perasaan mendalam kita pada gender kita 
(Gadis Arivia dan Abby Gina, 2015: 369).  Identitas gender mengacu 
kepada bagaimana seseorang mengidentifikasikan gendernya dengan jenis 
kelamin yang didapatkan pada saat dilahirkan (M.V. Lee Badgett et al, 
2017:2). Sebelumnya dijelaskan mengenai pembentukan norma dan peran 
gender merupakan biological essentialism yang intinya menjelaskan 
bahwa bagaimana masyarakat melihat seseorang itu berperilaku sangat 
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dipengaruhi oleh aspek biologis (genital) orang tersebut. Hal ini 
melahirkan suatu perbedaan peran antara pria dan wanita yang kita ketahui 
sekarang ini yang mencakup mengenai sifat, watak, hal yang disukai dan 
dibenci, ekspektasi sosial terhadap peran tersebut dan sebagainya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup dari identitas gender tidak 
hanya mencakup atas hubungan antara gender dan jenis kelamin, namun 
juga mengacu kepada bagaimana suatu individu mengidentifikasikan 
gendernya terhadap peran sosial, sikap, watak, atau sifat yang 
diasosiasikan terhadap suatu gender (Sam Killermann, 2017:82).  
Identitas gender kemudian muncul sebagai suatu internal respons 
seseorang terhadap konstruksi sosial tersebut yang mencoba 
menyambungkan antara jenis kelamin dan peran seseorang dalam 
masyarakat (Sam Killermann, 2017:107). Jadi dapat disimpulkan bahwa, 
identitas gender mengacu kepada bagaimana seseorang 
menginterpretasikan atau mendefinisikan dirinya sendiri secara internal 
dengan norma dan peran gender yang telah mapan berdiri (Sam 
Killermann, 2017:72). 
Secara umum identitas gender yang dikenal terdiri dari dua jenis yaitu 
pria dan wanita, namun dalam hal pelabelan mengenai identitas gender 
terdapat beberapa jenis identitas gender lainnya, yaitu: (Sam Killermann, 
2017:133-139) 
a) Pria (man) : Individu yang mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan 
semua peran dan norma yang ditetapkan, baik secara keseluruhan 
maupun sebagian, terhadap seorang pria dalam masyarakat; 
b) Wanita (woman) : Individu yang mengidentifikasikan dirinya sesuai 
dengan semua peran dan norma yang ditetapkan, baik secara 
keseluruhan maupun sebagian, terhadap seorang wanita dalam 
masyarakat; 
c) Transgender : Suatu terminologi gabungan diperuntukkan kepada 
siapapun yang merasa memiliki identitas gender yang tidak sesuai 
dengan jenis kelamin yang didapatkan sejak lahir; 
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d) Genderqueer : Suatu terminologi gabungan diperuntukkan kepada 
siapapun yang merasa tidak mengidentifikasikan dirinya ke dalam 
konsep binari gender (pria dan wanita); 
e) Genderfluid : Individu yang merasa memiliki beberapa identitas 
gender yang berbeda dan terus berubah; 
f) Bigender : Individu yang mengidentifikasikan dirinya memiliki dua 
gender yang berbeda; 
g) Agender : Individu yang tidak mengidentifikasikan dirinya memiliki 
identitas gender apapun. 
2) Ekspresi Gender 
Ekspresi gender merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan 
gendernya, ekspresi gender ini dapat dilihat dari sifatnya baik itu maskulin, 
feminin, atau pun tidak keduanya (androgynous) (Gadis Arivia dan Abby 
Gina, 2015: 369). Cara seseorang mengekspresikan gendernya dapat 
dilihat dari dua aspek yaitu apakah sesuai dengan jenis kelamin yang 
didapatkan saat lahir dan apakah sesuai dengan ekspektasi sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat terhadap gender tersebut (M.V. Lee Badgett et 
al, 2017:2). Ekspresi gender merupakan suatu hal yang bersifat fluid atau 
tidak memiliki bentuk tetap dan sulit untuk dikategorikan. Hal ini 
dikarenakan ekspresi gender akan terus berubah sesuai dengan budaya 
maupun sesuai dengan individu masing – masing (Sam Killermann, 
2017:111). 
3) Jenis Kelamin  
Jenis kelamin pada umumnya mengacu kepada alat genitalia, hormon, 
kromosom, dan bagian anatomi lain yang didapatkan (atau tidak 
didapatkan) seorang manusia pada saat lahir. Jika seseorang memiliki 
testis, penis, XY kromosom, dan testosteron, hal ini menunjukkan bahwa 
orang tersebut lahir sebagai seorang laki – laki. Sementara jika seseorang 
memiliki vagina, ovari, XX kromosom, dan estrogen hal ini menunjukkan 
bahwa orang tersebut lahir sebagai seorang perempuan (Sam Killermann, 
2017:74). Kemudian di antara jenis kelamin laki – laki dan perempuan 
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terdapat juga suatu fenomena yang berhubungan dengan  jenis kelamin, 
yaitu keadaan dimana adanya ambiguitas dalam karakteristik anatomis 
jenis kelamin seseorang, hal tersebut disebut sebagai interseksualitas (Eric 
Heinze, 1995:60).  
 
4) Orientasi Seksual 
Orientasi seksual memiliki definisi yang mencakup tentang jenis 
kelamin atau gender atas seseorang yang suatu orang itu memiliki daya 
tarik terhadapnya (Eric Heinze, 1995: 46). Ruang lingkup dari orientasi 
seksual ini tidak mencakup jenis kelamin, identitas gender, dan ekspresi 
gender yang kita miliki melainkan mencakup mengenai jenis kelamin atau 
gender dari seseorang yang kita sukai baik secara romantis maupun secara 
seksual. Ruang lingkup orientasi seksual setidaknya dikenal dengan 4 
istilah, yaitu: (Eric Heinze, 1995: 47).  
a) Heteroseksualitas : menunjuk kepada keadaan dimana seseorang 
tertarik kepada lawan jenisnya; 
b) Homoseksualitas : kepada keadaan dimana seseorang tertarik dengan 
orang yang memiliki jenis kelamin yang sama; 
c) Biseksualitas: kepada keadaan dimana seseorang tertarik dengan 
kedua jenis kelamin; 
d) Aseksualitas : kepada keadaan dimana seseorang tidak tertarik sama 
sekali kepada kedua jenis kelamin. 
5) Sifat Interrelated SOGIE 
Keempat unsur utama SOGIE yang telah dijelaskan di atas berkaitan 
dan tidak terlepas antara satu dengan lainnya, namun tidak secara langsung 
keempat unsur tersebut saling berhubungan. Keempat unsur merupakan 
unsur yang independen dalam artian bahwa orientasi seksual seseorang 
tidak menentukan ekspresi gender seseorang, atau ekspresi gender 
seseorang tidak menentukan identitas gender seseorang (Sam Killermann, 
2017:77). Jadi misalnya jika seseorang laki – laki mengekspresikan 
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gendernya dengan cara yang sangat feminin, hal ini tidak berarti ia 
mengidentifikasikan identitas gendernya sebagai perempuan.  
Keterkaitan antara keempat unsur SOGIE tersebut akan muncul dan 
berguna dalam hal menentukan hak asasi manusia mereka karena jika 
dilihat penjelasannya di atas konsep mengenai orientasi seksual berbeda 
dengan gender (identitas dan ekspresi) namun demi kepentingan untuk 
mempermudah melakukan identifikasi terhadap hak – hak dasarnya dan 
pola diskriminasi maka kedua konsep ini sering disamakan. Penyamaan 
antara konsep mengenai orientasi seksual dan identitas gender ini sering 
disamakan dan dikenal dengan hanya orientasi seksual saja atau kelompok 
minoritas seksual (Eric Heinze, 1995:48). 
c. Transgender 
Transgender pada umumnya memiliki dua pengertian, yaitu pengertian 
secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian transgender secara 
sempit yaitu suatu keadaan yang menunjuk kepada identitas gender seseorang 
yang secara psikis berlawanan dengan jenis kelaminnya, dan dapat dilihat 
dengan mengadopsi atau berkeinginan untuk mengadopsi sifat dan perilaku 
yang secara umum dianggap sebagai sifat dan perilaku dari lawan jenis, tanpa 
harus melakukan operasi perubahan jenis kelamin (Eric Heinze, 1995: 60). 
Perlu digaris bawahi mengenai kalimat “tanpa harus melakukan operasi 
perubahan jenis kelamin”, karena jika keadaan seseorang secara psikis 
berlawanan dengan jenis kelaminnya, dan dapat dilihat dengan mengadopsi 
atau berkeinginan untuk mengadopsi sifat dan perilaku yang secara umum 
dianggap sebagai sifat dan perilaku dari lawan jenis dan orang tersebut 
merasa harus melakukan operasi perubahan jenis kelamin maka orang 
tersebut dapat disebut sebagai transeksual (Eric Heinze, 1995:60). 
Penjelasan mengenai transgender secara luas melihat transgender 
sebagai suatu terminologi gabungan yang digunakan untuk menunjuk 
siapapun yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin 
yang didapatkan saat lahir dan segala bentuk ekspektasi sosial yang terikat 
dengan jenis kelamin tersebut (Sam Killermann, 2017:138). Transgender atau 
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trans merupakan orang – orang yang tidak mengikuti atau tidak 
menyesuaikan dirinya dengan norma gender yang tradisional, transgender 
mencakup kelompok interseksual, transeksual, transvestite (cross-dressers), 
dan lainnya yang dalam hal apapun tidak menyesuaikan dengan norma gender 
yang dikenal secara umum (Emilia L. Lombardi et al, 2002:90).  
Pada umumnya transgender dapat dijadikan suatu terminologi yang 
menyatukan berbagai kelompok identitas gender dan individu – individu yang 
tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai cisgender. Cisgender adalah ketika 
seseorang mengidentifikasikan dan mengekspresikan gendernya sesuai 
dengan jenis kelamin yang dilahirkan dan ekspektasi sosial yang terikat 
dengan jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang dilahirkan 
sebagai seorang laki – laki dan ia mengidentifikasikan gendernya sebagai pria 
dan mengekspresikan gendernya secara maskulin. Dijadikannya transgender 
sebagai suatu terminologi yang luas yang menggabungkan keanekaragaman 
identitas gender akan sangat berguna dalam hal pengakuan atau perlindungan 
hak sipil transgender (Sam Killermann, 2017:79, 138, 144).  
d. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Kelompok Transgender 
Diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok transgender dapat 
dikategorikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap seseorang yang 
dianggap memiliki identitas gender yang berbeda sehingga merugikan orang 
tersebut dan perlakuan yang tidak didasari alasan kuat selain faktor gender 
seseorang atau suatu kelompok tersebut (Indana Laazulva, 2013:23). Hal 
tersebut kemudian dikenal dengan sebutan transphobia yang berarti bahwa 
adanya suatu ketakutan, diskriminasi, dan kebencian terhadap individu atau 
kelompok transgender atau ambiguitas gender (Sam Killerman, 2017:271). 
Tindakan transphobia sering diwujudkan dalam bentuk kekerasan terhadap 
kelompok transgender (Sam Killerman, 2017:272).  
Definisi dari kekerasan adalah sebuah tindakan yang merendahkan 
martabat manusia baik melalui kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, 
budaya dan tindakan lain yang merusak integritas moral manusia (Indana 
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Laazulva, 2013:23). Terdapat lima kategori mengenai  kekerasan yaitu 
(Indana Laazulva, 2013:24-25):  
1) Kekerasan fisik: menunjuk kepada kekerasan yang melibatkan kontak 
langsung dan dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa 
intimidasi, cedera, penderitaan fisik, atau kerusakan tubuh lainnya.  
2) Kekerasan psikis: suatu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara – 
cara yang dapat mengakibatkan trauma psikis. Kekerasan psikis dapat 
dilakukan secara verbal seperti dihina, dimaki, diancam, dan lainnya.  
3) Kekerasan seksual: tindakan seksual seperti penetrasi secara fisik yang 
dilakukan kepada seseorang dengan suatu paksaan.  
4) Kekerasan ekonomi: segala tindakan dengan kekerasan untuk melakukan 
kontrol, pembatasan, atau pengurangan akses sumber daya ekonomi 
seseorang, contohnya adalah perampasan uang, penolakan kerja, dan 
lainnya.  
5) Kekerasan budaya: suatu bentuk kekerasan yang tidak terlihat karena 
dilakukan secara simbolik dengan tujuan untuk menciptakan suatu 
stigmatisasi. Kekerasan budaya merupakan suatu aspek budaya yang 
dilakukan di suatu masyarakat yang digunakan untuk membenarkan 
bentuk kekerasan langsung  
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Keterangan 
 
Hak asasi manusia memiliki tiga prinsip utama yaitu prinsip kesetaraan, non – 
diskriminasi, dan kewajiban negara. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi 
menjelaskan bahwa semua manusia adalah setara dan tidak boleh diantaranya ada 
perbedaan perlakuan tanpa ada keadaan yang mendukung. Prinsip kewajiban 
negara memberikan pemikiran bahwa demi terwujudnya realisasi penuh atas hak 
atas manusia terhadap semua individu membutuhkan peran dari negara. Ketiga 
prinsip tersebut juga ditemukan dalam ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam 
ICCPR. Substansi dari ICCPR secara umum adalah pengaturan mengenai hak sipil 
dan politik yang menitikberatkan pada kebebasan fundamental seseorang.  
Salah satu hak yang diatur dalam ICCPR adalah hak untuk bebas dari 
penyiksaan yaitu dalam Pasal 7 ICCPR, namun faktanya adalah tindakan kekerasan 
terhadap kelompok transgender masih banyak terjadi. Kekerasan yang terjadi 
adalah dalam bentuk kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya.  
Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi 
manusia telah melakukan ratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights 
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Ratifikasi terhadap 
ICCPR menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak asasi manusia seluruh individu yang berada dalam yurisdiksi 
negaranya.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena hak asasi manusia tidak 
memperbolehkan adanya bentuk perbedaan, maka kewajiban – kewajiban tersebut 
harus juga dilakukan oleh Indonesia terhadap hak – hak yang dimiliki oleh 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Ketentuan Dalam International Covenant On Civil and Political Rights yang 
Dapat Digunakan untuk Melindungi Kelompok Transgender 
International Covenant on Civil and Political Rights merupakan suatu 
instrumen hukum internasional yang menganut prinsip kesetaraan dan prinsip 
non-diskriminasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip 
kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap semua orang. 
Prinsip kesetaraan berhubungan erat dengan prinsip non-diskriminasi, karena 
dengan dianggapnya semua orang setara maka seharusnya tidak diperbolehkan 
adanya tindakan diskriminatif. Prinsip – prinsip hak asasi manusia terlihat dalam 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR (Gillian MacNaughton, 2009:50). 
Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: 
Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to 
ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction 
the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any 
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or other status” 
serta Pasal 26 yang berbunyi : 
All persons are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law 
shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and 
effective protection against discrimination on any ground such as race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status. 
Kedua pasal tersebut memberikan ketentuan pelarangan dilakukannya 
diskriminasi yang berbasis status, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, politik atau pendapat lain, asal – usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, 
kelahiran atau status lainnya.  
Jika melihat ketentuan dalam  kedua pasal tersebut, tidak ditemukan adanya 
pelarangan tindakan diskriminasi atau kekerasan yang berbasis orientasi seksual 
dan identitas gender (SOGIE), oleh karena itu dalam bagian ini akan dijelaskan 
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mengenai alasan yang dapat digunakan untuk menjustifikasi penggunaan ICCPR 
sebagai dasar untuk melindungi hak kelompok transgender.  
1. Penulisan Istilah “Status Lainnya” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 
ICCPR 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR menjelaskan bahwa semua individu 
berhak atas seluruh hak yang tercantum dalam ICCPR, serta semua individu 
memiliki kedudukan yang setara dimata hukum dan dilarang adanya tindakan 
diskriminasi. Kedua pasal tersebut juga menuliskan secara eksplisit kategori 
– kategori yang tidak boleh dijadikan basis atau dasar untuk melakukan 
diskriminasi, yaitu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
status politik, nasionalitas, properti, kelahiran, atau status lainnya. Seperti 
yang dapat dilihat dalam kedua Pasal tersebut tidak terdapat kategori orientasi 
seksual dan identitas gender.  
Terdapat tiga pendekatan mengenai penulisan alasan dilarangnya 
diskriminasi dalam suatu ketentuan instrumen hukum yaitu adalah broad 
open-textured, exhaustive list, dan indicatif (Li Wei Wei, 2004:12 dan Eric 
Heinze, 1995:221). Jika melihat secara keseluruhan dari ketentuan yang 
tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR termasuk sebagai 
ketentuan yang termasuk ke dalam pendekatan ketiga yaitu indicatif. 
Terdapat dua faktor yang membedakan pendekatan indicatif, yang pertama 
adalah terdapat adanya penyebutan satu demi satu dari alasan dilarangnya 
dilakukan diskriminasi (Eric Heinze, 1995:221). Faktor pertama ini 
ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR yang 
menuliskan daftar dari kategori – kategori yang dilarang untuk dijadikan 
alasan diskriminasi yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
status politik, nasionalitas, properti, kelahiran. Faktor yang kedua 
menjelaskan bahwa dalam suatu ketentuan terdapat klausa yang 
mengindikasikan bahwa ketentuan tersebut tetap bersifat terbuka (Eric 
Heinze, 1995:221). Faktor ini ditunjukkan dengan adanya kata “status lain” 
dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR.  
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Pendekatan indicatif yang dianut oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR 
mengimplikasikan kedua pasal tersebut bukan merupakan suatu ketentuan 
yang tertutup, melainkan sebagai suatu ketentuan yang bersifat ilustratif (Eric 
Heinze, 2001:292). Sifat ilustratif tersebut memiliki arti bahwa ketentuan 
yang terdapat dalam kedua pasal tersebut terbuka untuk di interpretasikan (Li 
Wei Wei, 2004:12). Pendapat tersebut didukung pula oleh United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dalam laporannya yang 
berjudul “Discriminatory Laws And Practices And Acts Of Violence Against 
Individuals Based On Their Sexual Orientation And Gender Identity”, 
OHCHR menjelaskan bahwa  
The specific grounds of discrimination referred to in the International 
Covenant on Civil and Political Rights and other human rights treaties are 
not exhaustive. The drafters intentionally left the grounds of 
discrimination open by using the phrase “other status”. Sexual orientation 
and gender identity, like disability, age and health status, are not explicitly 
mentioned among the grounds listed in the International Covenant on Civil 
and Political Rights…”  
Hal tersebut menjelaskan bahwa spesifikasi kategori atau dasar alasan 
pelarangan diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 
ICCPR tidaklah bersifat terbatas, hal ini ditunjukkan dari terdapatnya klausa 
“status lain” sehingga menunjukkan bahwa perancang dari ICCPR dengan 
sengaja berniat untuk membiarkan ketentuan tersebut agar tetap terbuka  
(OHCHR, 2011:4). Alasan diskriminasi yang dilarang dapat dimasukkan 
untuk melindungi alasan lain yang tidak secara eksplisit tercantum dalam 
kedua pasal tersebut seperti orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, 
umur, atau status kesehatan (OHCHR, 2011:4) 
Penulisan status lainnya juga sesuai dengan pemikiran bahwa hak asasi 
manusia merupakan suatu living instrument yang perkembangannya akan 
terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat di zaman tertentu. Hal ini 
dikarenakan sifat dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR terbuka untuk 
diinterpretasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan klausa 
“status lainnya” merupakan indikasi bahwa ICCPR dan instrumen hukum 
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internasional lain yang memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 26, tetap dapat melindungi kelompok – kelompok atau kategori – 
kategori yang tidak secara eksplisit tertuliskan dalam ketentuan tersebut, 
seperti kelompok transgender 
Sebelum penulisan kategori alasan diskriminasi yang tidak dapat diterima, 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR tertulis klausa “such as”. 
Penulisan klausa “such as” tersebut memberikan dukungan terhadap 
interpretasi klausa status lain yang menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 26 ICCPR tidak bersifat tertutup dan alasan diskriminasi yang dinilai 
tidak dapat diterima, tidak terbatas hanya dalam kategori – kategori yang 
tertulis dalam kedua pasal tersebut. Terdapatnya klausa “such as” 
menunjukkan bahwa penulisan berbagai kategori alasan diskriminasi yang 
tidak dapat diterima tersebut bukan berarti memberikan hak istimewa tertentu 
terhadap pihak – pihak yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut, 
melainkan hanya memberikan penekanan terhadap kategori – kategori 
tersebut (Eric Heinze, 1995:221). Penekanan diberikan terhadap alasan – 
alasan tersebut karena adanya suatu kegagalan umat manusia dalam 
melindungi hak pihak – pihak yang terkait dalam suatu waktu dalam sejarah 
manusia  (Eric Heinze, 1995:221). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
penulisan klausa “such as” diikuti dengan segenap kategori – kategori alasan 
pelarangan diskriminasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 merupakan suatu 
bentuk representatif  dari hak – hak suatu pihak tertentu yang sering menjadi 
target diskriminasi (Eric Heinze, 1995:222).  
Klausa status lainnya menunjukan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 
merupakan Pasal yang bersifat terbuka dan bebas untuk diinterpretasikan, 
namun tidak semua alasan diskriminasi dapat dipandang sama dengan alasan 
– alasan yang tertulis secara eksplisit dalam kedua pasal tersebut. Sebelumnya 
telah dijelaskan bahwa kategori alasan diskriminasi yang tertulis dalam kedua 
pasal tersebut berfungsi sebagai lambang dan merupakan suatu representasi, 
namun kategori – kategori tersebut dapat pula berfungsi sebagai suatu batasan 
– batasan untuk menginterpretasi alasan diskriminasi. Penulisan “such as” 
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diikuti dengan segenap kategori – kategori alasan pelarangan diskriminasi 
tersebut dapat memberikan suatu gambaran, standar, atau pandangan 
mengenai konteks dari diskriminasi yang dimaksud dalam kedua pasal 
tersebut sehingga sesuai dengan sifat ilustratif yang dimiliki oleh kedua pasal 
tersebut (Eric Heinze, 1995:220 dan Li Wei Wei, 2004:13). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa alasan diskriminasi yang dapat termasuk dan dianggap 
sama dengan kategori alasan diskriminasi yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 26 ICCPR harus menunjukkan bentuk atau sifat diskriminasi yang 
secara substansi menyerupai bentuk atau sifat diskriminasi yang terjadi 
terhadap pihak – pihak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia 
berbasis kategori alasan diskriminasi yang telah tertulis dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 26 ICCPR (Eric Heinze, 1995:223). 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa diskriminasi yang dilakukan terhadap 
kelompok transgender dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang berbeda 
terhadap seseorang yang dianggap memiliki identitas gender yang berbeda 
sehingga merugikan orang tersebut dan perlakuan tersebut tidak didasari 
alasan kuat selain faktor gender seseorang atau suatu kelompok tersebut 
(Indana Laazulva, 2013:23). Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR 
menyebutkan pelarangan diskriminasi berbasis ras dan jenis kelamin, hal ini 
menunjukkan pelarangan adanya tindakan rasisme maupun seksisme. 
Tindakan rasisme, seksisme, maupun transphobia merupakan suatu bentuk 
adanya perbedaan perlakuan yang berbeda karena suatu identitas yang 
dimiliki manusia, yaitu ras dan jenis kelamin. Ras, jenis kelamin, dan 
identitas gender merupakan suatu bagian dari identitas manusia yang 
kompleks dan sifatnya tidak dapat dipilih (Sam Killerman, 2017:34). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan 
dengan berbasis identitas gender seharusnya memiliki tempat yang setingkat 
dengan basis warna kulit dan jenis kelamin. 
Perluasan interpretasi klausa status lainnya untuk melindungi hak 
kelompok minoritas seksual telah diakui dan digunakan oleh Komite Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang bertugas untuk mengamati implementasi 
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ICESCR. ICESCR yang merupakan saudara kembar dari ICCPR juga 
memiliki ketentuan mengenai prinsip non-diskriminasi hampir sama dengan 
ICCPR yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) ICESCR yang berbunyi: 
The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the 
rights enunciated in the present Covenant will be exercised without 
discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth or 
other status.  
Pada tahun 2009 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengadopsi 
Komentar Umum Nomor 20 tentang prinsip non diskriminasi, dimana dalam 
Paragraf 32 yang berbunyi:  
“Other status” as recognized in Article 2(2) includes sexual orientation. 
States parties should ensure that a person’s sexual orientation is not a 
barrier to realising Covenant rights, for example, in accessing survivor’s 
pension rights. In addition, gender identity is recognized as among the 
prohibited grounds of discrimination; for example, persons who are 
transgender, transsexual or intersex often face serious human rights 
violations, such as harassment in schools or in the work place (Komite 
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 2009:9). 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ICESCR mengakui 
bahwa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender adalah 
dilarang dan dapat termasuk ke dalam kategori status lainnya. Komite Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah secara eksplisit menuliskan pelarangan 
diskriminasi berbasis orientasi seksual ke dalam Komentar Umum tentang 
hak untuk bekerja, hak atas air, hak atas jaminan sosial, dan hak atas 
kesehatan (Paul Gerber dan Joel Gory, 2014:426).  
Komite Hak Asasi Manusia, yang bertugas untuk mengamati 
implementasi dari ICCPR, pada tahun 2014 pertama kalinya menjelaskan 
secara eksplisit mengenai orientasi seksual dan identitas gender secara 
eksplisit. Paragraf 3 Komentar Umum Nomor 35 tentang Kebebasan dan 
Keamanan Individu menjelaskan bahwa:  
Article 9 guarantees those rights to everyone. “Everyone” includes, 
among others, girls and boys, soldiers, persons with disabilities, lesbian, 
gay, bisexual and transgender persons, aliens, refugees and asylum 
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seekers, stateless persons, migrant workers, persons convicted of crime, 
and persons who have engaged in terrorist activity (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2014:1) 
Penjelasan dalam Komentar Umum Nomor 35 tersebut tidak dijelaskan 
bahwa orientasi seksual dan identitas gender dapat termasuk kategori di 
bawah kategori status lainnya, namun Komentar Umum Nomor 35 
menjelaskan dengan secara jelas bahwa lingkup perlindungan Pasal 9 ICCPR 
juga mencakup kelompok transgender. Sebelum diadopsinya Komentar 
Umum nomor 35, Komite Hak Asasi Manusia telah mengadopsi 34, dimana 
dalam semua dokumen tersebut tidak satupun yang menyebutkan sesuatu 
tentang orientasi seksual dan identitas gender (Paul Gerber dan Joel Gory, 
2014:421).  
Melihat penjelasan di atas upaya perlindungan hak kelompok minoritas 
seksual sangat mengutamakan pendekatan perluasan interpretasi dari 
ketentuan – ketentuan di dalam instrumen hukum internasional yang 
mengikat dan telah ada (Dominick McGoldrick, 2016:616). Melakukan 
interpretasi dan memperluas makna dari suatu ketentuan yang telah mengikat 
akan lebih realistis daripada membentuk instrumen hukum internasional 
mengenai perlindungan hak kelompok minoritas seksual yang baru. Hal ini 
dikarenakan belum adanya konvergensi kesamaan pendapat mengenai 
perlindungan hak kelompok minoritas seksual di tingkat internasional 
(Dominick McGoldrick, 2016:616).  
2. Kelompok Transgender sebagai Kelompok Minoritas  
Dunia Internasional tidak memiliki suatu pengertian yang definitif 
mengenai kelompok minoritas (OHCHR, 2010:2). Tidak adanya suatu 
pengertian yang dapat disetujui bersama di antara negara – negara di tingkat 
internasional memunculkan banyak pertanyaan mengenai ketentuan – 
ketentuan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kelompok 
minoritas. Pasal 27 ICCPR kemudian dipandang sebagai suatu usaha dalam 
hukum internasional untuk melindungi hak kelompok minoritas untuk 
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mempertahankan identitas khusus mereka (Rhona K.M Smith, 2014:Chapter 
21, 2). Pasal 27 ICCPR yang berbunyi: 
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, 
persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in 
community with the other members of their group, to enjoy their own 
culture, to profess and practice their own religion, or to use their own 
language. 
Komentar Umum Nomor 23 tentang hak kelompok minoritas yang diadopsi 
oleh Komite Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Pasal 27 ICCPR 
memberikan perlindungan terhadap individu – individu yang merupakan 
bagian dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan budaya, agama, atau 
bahasa (Komite Hak Asasi Manusia, 1994:2).  
Ruang lingkup dari kategori kelompok minoritas yang lebih sempit 
berdasarkan Pasal 27 ICCPR tersebut memunculkan banyak perdebatan 
terutama mengenai cakupan dari pasal tersebut (Rhona K.M Smith, 
2014:Chapter 21, 5). Penyempitan ruang lingkup atas kelompok minoritas 
merupakan suatu hal yang bermasalah terhadap kelompok – kelompok lain, 
termasuk kelompok minoritas seksual (Eric Heinze 1995:247).  
Melihat interpretasi yang dapat dilakukan terhadap ICCPR secara 
keseluruhan, pasal – pasal yang tercantum dalam ICCPR dapat 
diinterpretasikan sesuai dengan maksud dan tujuannya dan dengan faktanya 
bahwa ICCPR merupakan suatu living instrument (Dominick McGoldrick, 
2016:627 dan Komite Hak Asasi Manusia, 2004:3). Komite hak asasi 
manusia menjelaskan dalam hasil komunikasi individual Nomor 829/1998 
bahwa: 
The Committee considers that the Covenant should be interpreted as a 
living instrument and the rights protected under it should be applied in 
context and in the light of present–day conditions (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2003:20).  
Berdasarkan hal tersebut, dapat dimungkinkan untuk melihat konsep atas 
kelompok minoritas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya pada segi etnis, 
agama, dan bahasa.   
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Definisi teoritis mengenai kelompok minoritas yang telah diterima secara 
luas adalah menurut Francesco Caportorti yang membentuk definisi 
kelompok minoritas dengan mengacu pada Pasal 27 ICCPR (Eric Heinze, 
1995:249). Francesco Capotorti memberikan definisi bahwa kelompok 
minoritas adalah: 
“Sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan 
seluruh populasi suatu Negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, 
yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara, 
dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota 
masyarakat lainnya, dan menunjukan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan 
solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan 
bahasa mereka.” (Komnas HAM, 2016:12) 
Berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga elemen yang dapat menentukan 
kelompok minoritas yaitu (Komnas HAM, 2016:13) : 
a) Minoritas agama, etnis, atau bahasa yang memiliki suatu karakteristik 
tertentu dan masih terdapat tindakan – tindakan yang dilakukan untuk 
menjaga budaya dan tradisi dari kelompoknya tersebut 
b) Kelompok minoritas dapat dilihat pula dari jumlahnya yang dihitung 
secara nasional; 
c) Kelompok minoritas dapat dilihat dari segi posisi sosialnya yang tidak 
dominan dibanding posisi kelompok lain di suatu negara. 
Melihat tiga elemen berdasarkan definisi dari Francesco Capotorti tersebut 
kelompok transgender atau tergabung dengan kelompok minoritas seksual di 
Indonesia dapat termasuk sebagai kelompok minoritas jika dilihat dari 
jumlahnya yang inferior dan kekuatan posisi sosialnya yang tidak dominan. 
Di Indonesia sendiri menurut data dari kementerian kesehatan pada tahun 
2012, diestimasikan jumlah populasi transgender (pria ke wanita) adalah 
sejumlah 37.998 jiwa (Kementerian Kesehatan, 2012:16). Angka tersebut 
bukanlah angka populasi transgender yang asli di Indonesia, dikarenakan 
belum ditambahkan jumlah populasi transgender (wanita ke pria) dan angka 
tersebut merupakan angka populasi kunci terdampak HIV/AIDS 
(Kementerian Kesehatan, 2012:2). Keberadaan kelompok transgender 
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merupakan salah satu kelompok yang dinilai sebagai kelompok yang lemah 
di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui 
laporan yang berjudul “Upaya Negara Menjamin Hak – Hak Kelompok 
Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal”, memasukkan kelompok 
minoritas seksual ke dalam lima anggota dari kelompok minoritas di 
Indonesia (Komnas HAM, 2016:4). Laporan tersebut menjelaskan bahwa 
kelompok transgender serta kelompok minoritas seksual lainnya merupakan 
sasaran tindakan diskriminasi dan kekerasan karena dianggap menyimpang 
(Komnas HAM, 2016:95). Pemberian label menyimpang terhadap kelompok 
transgender adalah karena telah menjadi kesadaran bersama di tengah 
masyarakat Indonesia bahwa jaminan hak asasi manusia hanya berlaku 
kepada orientasi seksual dan identitas gender yang dinilai normal (Komnas 
HAM, 2016:95). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kekuatan posisi 
antara pihak yang memiliki identitas gender yang dinilai normal dengan pihak 
yang identitas gendernya tidak sesuai dengan norma gender dalam suatu 
masyarakat. 
Definisi teoritis mengenai kelompok minoritas dapat dilihat berdasarkan 
usulan Eric Heinze yang dalam bukunya memberikan penjelasan tentang 
kelompok minoritas berdasarkan definisi dari Louis Wirth (Eric Heinze, 
1995:254). Definisi kelompok minoritas dari Louis Wirth berbunyi : 
We may define a minority group as a group of people who, because of their 
physical and cultural characteristic, are singled out from others in the 
society in which they live for differential and unequal treatment and who 
therefore regard themselves as objects of collective discrimination (Eric 
Heinze, 1995:254). 
Terdapat dua elemen dalam definisi tersebut yang dapat menentukan 
kelompok yang termasuk kelompok minoritas, yaitu adanya karakteristik 
budaya yang mengakibatkan kelompok tersebut diasingkan di masyarakat 
dan adanya kesadaran diri dari kelompok tersebut sebagai objek diskriminasi 
kolektif. 
Mempertahankan suatu identitas atau karakteristik budaya dapat dikatakan 
adalah suatu titik fokus mengenai isu – isu hak minoritas (Eric Heinze, 
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1995:254). Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 27 
ICCPR, sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 9 Komentar Umum 
Nomor 23 yang menjelaskan bahwa pasal tersebut dibentuk untuk menjaga 
identitas sosial dan budaya dari suatu kelompok minoritas (Komite Hak Asasi 
Manusia, 1994:4).  
Melihat elemen yang terdapat dalam definisi minoritas oleh Louis Wirth, 
yaitu adanya suatu karakteristik atau identitas sosial dan budaya yang 
mengakibatkan kelompok tersebut diasingkan di masyarakat. Karakteristik 
dan identitas budaya yang dapat membedakan kelompok minoritas seksual 
dengan kelompok minoritas seksual lainnya adalah orientasi seksual dan 
identitas gender yang dimiliki (Eric Heinze, 1995:254). Hal tersebut ditambah 
dengan faktanya bahwa identitas gender dan orientasi seksual mengakibatkan 
kelompok minoritas seksual (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), sering 
dijadikan alasan atas terjadinya berbagai diskriminasi terhadap kelompok 
minoritas seksual (Eric Heinze, 1995:254). Berbagai macam argumen yang 
didasari dengan alasan agama, moral, ilmiah, dan budaya sering digunakan 
untuk menjustifikasi tindakan diskriminasi untuk menolak orientasi seksual 
dan identitas gender yang dimiliki oleh kelompok minoritas seksual (ICJ, 
2009:5).  
Eric Heinze berpendapat bahwa diskriminasi berbasis orientasi seksual 
dan identitas gender tersebut merupakan satu hal yang menghubungkan 
kelompok minoritas seksual dimana pun mereka berada (Eric Heinze, 
1995:255). Hal ini kemudian didukung dengan sifat keterkaitan yang dimiliki 
oleh kelompok minoritas seksual. Telah dijelaskan bahwa keterkaitan yang 
dimiliki oleh kelompok minoritas seksual muncul untuk mempermudah 
melakukan identifikasi terhadap hak – hak dasarnya dan pola diskriminasi 
(Eric Heinze, 1995:48). Hal ini kemudian sesuai dengan diskriminasi kolektif 
yang terdapat dalam elemen kedua bahwa diskriminasi yang dilakukan 
terhadap kelompok minoritas seksual bukanlah diskriminasi yang bersifat 
individualis, melainkan suatu diskriminasi yang menyerang sekelompok 
 		 	 59 
orang dengan suatu kesamaan yaitu orientasi seksual dan identitas gender 
yang dimiliki (Eric Heinze, 1995:255). 
 
B. Pelaksanaan Kewajiban Indonesia Berdasarkan International Covenant On 
Civil and Poltical Rights Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap 
Kelompok Transgender di Indonesia  
Tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender masih banyak terjadi 
di Indonesia, hal tersebut dikarenakan masih melekatnya pandangan negatif di 
masyarakat Indonesia terhadap kelompok transgender (Indana Laazulva, 
2013:6). Pemikiran terhadap gender yang masih berakar pada biological 
essentalism, memiliki konsekuensi buruk terhadap kelompok transgender yang 
kemudian dilabelisasi sebagai pihak yang abnormal (Indana Laazulva, 2013:6). 
Pandangan negatif terhadap kelompok transgender tersebut kemudian 
termanifestasi ke dalam tindakan – tindakan yang mendiskriminasi atau 
terwujud dalam tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia 
(Indana Laazulva, 2013:108). Berikut adalah fakta yang menunjukkan kekerasan 
terhadap kelompok transgender di Indonesia: 
1. Kekerasan Psikis  
Kekerasan psikis merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan 
terhadap seseorang yang dapat menyebabkan kerusakan mental atau dapat 
menghambat perkembangan psikis seseorang (Kieran P. O’Hagan, 
1995:459). Arus Pelangi menjelaskan bahwa kekerasan psikis terjadi dalam 
bentuk kekerasan verbal, seperti dihina atau dimaki (Indana Laazulva, 
2013:64). Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi menemukan bahwa 
83,2% dari kelompok transgender di Indonesia pernah mengalami 
kekerasan psikis. Penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi tersebut 
melibatkan 119 responden transgender dan 99 dari mereka pernah 
mengalami kekerasan psikis (Indana Laazulva, 2013:64). Pelaku atas 
kekerasan psikis terhadap kelompok transgender di Indonesia datang dari 
berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anggota keluarga, teman, tuan 
tanah, atasan kerja, aparat keamanan, organisasi masyarakat, rekan kerja, 
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ahli agama, orang tidak dikenal, tamu, preman, tetangga, dan lainnya 
(Indana Laazulva, 2013:65). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arus 
Pelangi tersebut, orang yang tidak dikenal dan anggota keluarga merupakan 
pelaku utama dalam kekerasan psikis terhadap kelompok transgender di 
Indonesia (Indana Laazulva, 2013:65-66). Temuan serupa dapat dilihat 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Transvoice di kota Bogor dari tahun 
2009 hingga 2017, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dari kasus 
kekerasan terhadap transgender di Bogor, 96,1% dari kasus kekerasan 
tersebut memiliki unsur kekerasan psikis (Transvoice, 2017:2).  
Contoh kasus kekerasan psikis terhadap kelompok transgender di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
“Pada tanggal 27 Februari 2018 dimana aparat kepolisian di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam melakukan razia di suatu salon yang 
dimiliki oleh seorang transgender. Aparat kepolisian Aceh menangkap 
12 individu transgender (pria ke wanita) dalam aksi razia tersebut. 
Aparat kepolisian Aceh kemudian mengumpulkan 12 transgender 
tersebut  di hadapan orang banyak, 12 transgender tersebut kemudian 
dipaksa untuk membuka baju mereka dan aparat kepolisian secara 
paksa memotong rambut mereka. 12 transgender tersebut ditahan 
selama 5 hari untuk mengikuti program re-edukasi gender. Program re-
edukasi gender tersebut  terdiri dari kegiatan seperti pemaksaan 
penggunaan pakaian yang secara umum dipakai oleh laki – laki serta 
pemaksaan untuk berbicara menggunakan suara yang berat sehingga 
lebih terdengar maskulin”. (Human Rights Watch, 
www.hrw.org/news/2018/01/30/indonesian-police-arrest-transgender-
women diakses pada 30 Maret 2018 pukul 16.00). 
2. Kekerasan Fisik 
Definisi kekerasan fisik menurut World Health Organization adalah 
suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan menggunakan 
kekuatan fisik terhadap diri sendiri, orang lain, atau sekelompok orang yang 
dapat mengakibatkan luka, kematian, gangguan psikis, dan gangguan 
perkembangan (World Health Organization, 2002:5). Penelitian yang 
dilakukan oleh Arus Pelangi pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kekerasan 
fisik digambarkan sebagai tindakan pemukulan baik dengan alat atau tidak, 
ditendang, dilempar dengan suatu benda, hingga penyerangan dengan 
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menggunakan pistol (Indana Laazulva, 2013:72). Penelitian tersebut 
menemukan bahwa dari tahun 2010 hingga 2013, 61,3% dari kelompok 
transgender di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik (Indana 
Laazulva, 2013:72). Pelaku utama kekerasan fisik terhadap kelompok 
transgender di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arus 
Pelangi adalah anggota keluarga, kerabat, atasan kerja, tuan tanah, 
organisasi masyarakat, orang tidak dikenal, preman, dan pasangan (Indana 
Laazulva, 2013:72). Penelitian yang dilakukan oleh Transvoice menemukan 
bahwa 52,9% kasus kekerasan terhadap kelompok transgender di Bogor, 
Jawa Barat memiliki unsur kekerasan fisik (Transvoice, 2017:2). Kekerasan 
fisik yang terjadi terhadap kelompok transgender adalah karena kelompok 
transgender dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tersubordinasi di 
dalam lingkungan masyarakat (Indana Laazulva, 2013:72). Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Sanggar Swara pada tahun 2014 yang 
melakukan penelitian terhadap 224 komunitas transgender (laki-laki ke 
perempuan) di daerah Jakarta menunjukkan bahwa 38,4 % dari mereka 
pernah mengalami kekerasan dari organisasi masyarakat dan masyarakat 
(Sanggar Swara, http://aruspelangi.org/project/data-kekerasan-terhadap-
waria-muda-2/ diakses pada 2 April 2018 Pukul 15.00 WIB).  
3. Kekerasan Seksual 
World Health Organization mendefinisikan kekerasan seksual sebagai 
suatu tindakan seksual, percobaan untuk melakukan tindakan, komentar 
seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan terhadap seseorang dengan 
menggunakan paksaan dan tidak memandang hubungan dari korban dan 
pelaku (World Health Organization, 2002:149). Penelitian yang dilakukan 
oleh Arus Pelangi menemukan bahwa kekerasan seksual yang terjadi 
terhadap 62,2% dari kelompok transgender di Indonesia (Indana Laazulva, 
2013:81). Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual 
terhadap kelompok transgender di Indonesia terdiri dari anggota keluarga, 
teman, aparat keamanan, rekan kerja, orang tidak dikenal, tamu, preman, 
pasangan dan lainnya (Indana Laazulva, 2013:81). Kekerasan seksual yang 
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terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia sering terjadi akibat 
banyaknya individu transgender yang terpaksa untuk menjadi pekerja seks 
(Indana Laazulva, 2013:82). Kekerasan seksual yang terjadi terhadap 
kelompok transgender memberikan dampak yang negatif terhadap segi 
psikis individu transgender tersebut, hal ini mengakibatkan dialaminya 
trauma, kecemasan, dan depresi setelah kejadian kekerasan seksual (Indana 
Laazulva, 2013:85). 
Penelitian Arus Pelangi menemukan bahwa salah satu pelaku dari 
kekerasan seksual terhadap kelompok transgender di Indonesia adalah 
aparat keamanan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual bersamaan 
dengan kekerasan fisik terhadap kelompok transgender yang dilakukan oleh 
aparat keamanan terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan 
“Alternative Report of Indonesia’s ICCPR State Report Concerning on the 
Rights of LGBTI 2013”, yang disusun oleh Human Rights Working Group 
dan koalisi lembaga swadaya masyarakat untuk LGBT di Indonesia pada 
tahun 2012 sebagai bahan tinjauan bagi Komite Hak Asasi Manusia atas 
implementasi ICCPR di Indonesia,  
“Pada tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan 
razia terhadap sekumpulan individu transgender di Simpang Basecamp 
Baru Aji, Batam. Tujuh individu transgender ditangkap dalam razia 
tersebut dan kemudian dibawa ke Markas Satpol PP Kota Batam, 
dimana tujuh individu tersebut dipaksa untuk membuka baju hingga 
telanjang dan dipukuli. Tujuh individu transgender tersebut juga 
dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan  petugas Satpol 
PP” (Indonesian NGO Coalition for International Human Rights 
Advocacy, 2012:9). 
4. Kekerasan Ekonomi 
Kekerasan ekonomi merupakan suatu tindakan atau cara untuk 
mengontrol, membatasi, atau mengurangi akses sumber daya ekonomi, 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi kekerasan ekonomi 
digambarkan seperti tindakan perampasan uang, penghentian uang saku, 
pelarangan bekerja atau pemotongan gaji (Indana Laazulva, 2013:75). 
Penelitian tersebut menemukan bahwa hanya 38,7% dari kelompok 
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transgender di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan ekonomi 
(Indana Laazulva, 2013:75). Kekerasan ekonomi terhadap kelompok 
transgender di Indonesia banyak terjadi disektor pendidikan dan pekerjaan, 
kelompok transgender sering tidak diterima karena dinilai berpenampilan 
tidak wajar (Indana Laazulva, 2013:76). Kekerasan ekonomi yang terjadi 
mengakibatkan rata – rata dari kelompok transgender di Indonesia termasuk 
sebagai kelompok menengah ke bawah dengan pendapatan kurang dari Rp 
1.000.000,-  (satu juta rupiah), serta memaksa sebagian besar dari kelompok 
transgender untuk bekerja sebagai pekerja seks (Indana Laazulva, 2013:76-
77). 
5. Kekerasan Budaya 
Kekerasan budaya merupakan suatu bentuk diskriminasi yang muncul 
dari aspek – aspek budaya yang terdapat di tengah masyarakat yang diambil 
dari nilai – nilai agama, ideologi, bahasa, seni, maupun ilmu pengetahuan 
yang dapat digunakan untuk melegitimasi dan menjustifikasi suatu tindakan 
kekerasan baik secara langsung maupun struktural (Johan Galtung, 
1990:291). Kekerasan budaya dapat digunakan sebagai motivasi 
dilakukannya bentuk kekerasan lainnya terhadap kelompok transgender 
(M.V. Lee Badgett et al, 2017:20). Kekerasan budaya terhadap kelompok 
transgender berakar pada nilai – nilai budaya yang bersifat heteronormatif 
yang memberikan stigmatisasi negatif bahwa transgender merupakan suatu 
hal yang abnormal (Indana Laazulva, 2013:88).  
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kelompok 
transgender sangat rentan untuk menjadi subjek dari kekerasan. Tindakan 
kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender bertentangan dengan 
beberapa pasal dalam ICCPR, seperti dalam Pasal 7 ICCPR yang berbunyi:  
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without 
his free consent to medical or scientific experimentation. 
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Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada siapapun untuk tidak dijadikan 
subjek kekerasan. Secara lebih lanjut isi dari Pasal 7 ICCPR dijelaskan dalam 
Komentar Umum Nomor 20 tentang Pelarangan atas Penyiksaan atau Perlakuan 
yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan atau Hukuman, yang diadopsi 
oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 1992. Paragraf 2 Komentar Umum 
Nomor 20 menjelaskan bahwa tindakan kekerasan, penyiksaan, atau kekejaman 
yang diatur dalam Pasal 7 ICCPR mencakup segala bentuk tindakan kekerasan 
yang dapat mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun mental dari korban 
(Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). Berdasarkan penjelasan mengenai 
tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia, dapat 
dikatakan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual merupakan bentuk 
kekerasan yang bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR.  
Pemberian Perlindungan Pasal 7 ICCPR ditujukan kepada tiap korban 
tindakan kekerasan siapapun pelakunya baik aktor negara maupun aktor non-
negara (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). Berdasarkan penjelasan 
sebelumnya, diketahui bahwa kekerasan terhadap kelompok transgender di 
Indonesia dilakukan oleh aktor negara seperti Polisi dan Satpol PP, maupun 
aktor non negara seperti organisasi masyarakat, keluarga, teman, maupun orang 
yang tidak dikenal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya kekerasan 
psikis, fisik, dan seksual terhadap kelompok transgender yang dilakukan oleh 
baik aktor negara maupun aktor non negara, menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan Pasal 7 ICCPR. 
Melihat definisi dari kekerasan ekonomi menunjukkan bahwa bentuk 
kekerasan tersebut adalah kekerasan yang tidak langsung. Jika dilihat kekerasan 
ekonomi lebih masuk ke dalam hak yang dilindungi oleh ICESCR, karena 
lingkupnya adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi seseorang. Komentar 
Umum Nomor 18 mengenai Ketentuan Non-Diskriminasi yang diadopsi oleh 
Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 1989, menjelaskan bahwa: 
While Article 2 limits the scope of the rights to be protected against 
discrimination to those provided for in the Covenant, Article 26 does not 
specify such limitations… It prohibits discrimination in law or in fact in any 
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field regulated and protected by public authorities (Komite Hak Asasi 
Manusia, 1989:3). 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Pasal 26 ICCPR tidak 
hanya berlaku terhadap hak – hak yang tercantum dalam ICCPR, namun berlaku 
pula dalam berbagai ruang lingkup lain selama adanya peran negara didalamnya. 
Hal ini kemudian didukung oleh Komentar Umum Nomor 31 mengenai Sifat 
dari Kewajiban yang Dibebankan Kepada Negara Anggota, dijelaskan bahwa  
In fields affecting basic aspects of ordinary life such as work or housing, 
individuals are to be protected from discrimination within the meaning of 
Article 26 (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:4). 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam lapangan terkait 
aspek kebutuhan hidup manusia dapat dilindungi dengan menggunakan Pasal 26 
ICCPR. Hal ini menunjukkan bahwa negara juga harus menciptakan suatu 
kesetaraan di segala bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kekerasan 
ekonomi yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia, seperti 
pelarangan bekerja atau pemotongan gaji, karena dinilai berpenampilan tidak 
wajar dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ICCPR. 
 Negara merupakan suatu entitas utama yang memiliki tanggung jawab 
untuk mewujudkan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya 
sendiri (Rhona K.M. Smith et al, 2008:53). Jika dilihat dari segi hukum 
internasional, negara dipandang sebagai international person karena substansi 
yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional sebagian besar 
ditujukan kepada negara  (Richard B. Bilder, 2004:9). Negara – negara yang 
menganut sistem pemerintahan demokrasi, seperti Indonesia, negara sebagai 
pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang diperintah 
untuk melindungi hak asasi manusia mereka (Samantha Besson, 2015:263). 
Prinsip kewajiban negara dalam hak asasi manusia menjelaskan bahwa terdapat 
tiga kewajiban utama yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk memastikan 
terwujudnya hak asasi manusia yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi 
hak asasi manusia (Manfred Nowak et al, 2016:31). Ratifikasi instrumen hak 
asasi manusia internasional merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan 
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untuk melakukan kewajiban – kewajiban tersebut. Indonesia telah melakukan 
ratifikasi terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu ICCPR 
dengan menggunakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Ratifikasi tersebut 
memberikan dampak terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia 
karena Indonesia telah terikat secara hukum dengan ICCPR (Yosep Adi 
Prasetyo, 2010:2).  
Pelaksanaan terhadap ratifikasi tersebut dapat dilihat melalui pengadopsian 
perjanjian yang telah ratifikasi ke dalam perundang – undangan baik yang 
dirancang maupun telah diberlakukan sebagai undang – undang (Yosep Adi 
Prasetyo, 2010:2).  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (selanjutnya disebut Undang -  Undang HAM) merupakan salah satu 
undang – undang nasional Indonesia yang dapat dikatakan sebagai bentuk 
perwujudan dari ratifikasi ICCPR. Walaupun pengesahan Undang – Undang 
HAM dilakukan sebelum Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ICCPR, 
Undang – Undang HAM dinilai telah mengandung norma – norma hak yang 
terdapat dalam ICCPR (Rhona K.M Smith, et al, 2008:244). Undang – Undang 
HAM mengatur mengenai berbagai jenis hak asasi manusia, termasuk di 
dalamnya adalah hak sipil dan politik (Rhona K.M Smith, et al, 2008:244). 
ICCPR dan Undang – Undang HAM memandang hak asasi manusia sebagai 
suatu hal yang bersifat kodrati dan melekat terhadap seorang manusia sebagai 
mana dituliskan dalam pembukaan ICCPR yang menjelaskan bahwa “…these 
rights derive from the inherent dignity of the human person”, serta dalam Pasal 
2 Undang – Undang HAM yang menjelaskan: 
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat 
pada dan tidak terpisahkan diri manusia...” 
Undang – Undang HAM juga melihat negara sebagai pihak pemangku 
kewajiban, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 8 Undang – Undang HAM 
yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi 
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manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa dalam upaya untuk melakukan tanggung jawab tersebut, 
Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 
hak asasi manusia (Rhona K.M Smith et al, 2008:271).  
 Indonesia yang telah terikat secara hukum dengan ICCPR dan melihat 
berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia yang 
bertentangan dengan ketentuan dalam ICCPR, maka muncul pertanyaan apakah 
Indonesia telah melaksanakan kewajibannya sebagai Negara Anggota ICCPR. 
ICCPR memberikan kewajiban kepada seluruh negara anggotanya untuk 
melakukan penghormatan dan penjaminan semua hak yang tercantum dalam 
ICCPR. Pembahasan selanjutnya akan melihat tindakan Indonesia dalam hal 
melaksanakan kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kelompok 
transgender di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindakan kekerasan.  
1. Kewajiban untuk Menghormati Hak Kelompok Transgender 
Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa berdasarkan ICCPR, negara 
memiliki kewajiban untuk menghormati hak – hak yang tercantum dalam 
ICCPR. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara anggota untuk 
tidak mengganggu penggunaan dan penikmatan seluruh individu dalam 
wilayah negara anggota atas hak dan kebebasannya (Manfred Nowak et al, 
2016:33). Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota untuk 
melakukan penghormatan hak dan kebebasan adalah membentuk peraturan 
nasional yang dapat melindungi hak setiap warga negara, melakukan 
ratifikasi kovenan, serta harmonisasi hukum agar tidak terjadi penggunaan 
hukum untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan 
ICCPR (Yosep Adi Prasetyo, 2010:6).  
Bentuk penghormatan Indonesia terhadap hak asasi manusia tercantum 
dalam Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(selanjutnya UUD NKRI 1945) serta Undang – Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya 
Undang – Undang HAM).  Pasal 28 huruf A hingga huruf J UUD NKRI 1945 
mencantumkan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti hak untuk 
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hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mendapatkan pendidikan, 
hak kesetaraan di mata hukum, hak kebebasan beragama, hak untuk 
mendapatkan informasi, hak atas kebebasan dan keamanan diri, hak untuk 
tidak mendapat siksaan, serta hak untuk memiliki tempat tinggal.  
Ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang HAM secara 
keseluruhan telah mencakup ketentuan yang juga terdapat dalam UUD NKRI 
1945. Undang – Undang HAM mengakui bahwa hak asasi manusia 
merupakan suatu hal yang sifatnya melekat dan kodrati bagi manusia yang 
wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh Negara. Prinsip non-diskriminasi 
tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang HAM yang berbunyi 
“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia, tanpa diskriminasi.” menjelaskan bahwa semua orang adalah 
sama dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan tanpa 
adanya diskriminasi apapun. Prinsip kesetaraan juga tercantum dalam Pasal 
5 Undang – Undang  HAM yang berbunyi: 
“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan 
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan 
martabat kemanusiaannya didepan umum.” 
Dapat dilihat bahwa penghormatan hak asasi manusia secara umum telah 
tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia dan Undang – Undang HAM. 
Undang – Undang HAM juga telah dibentuk berdasarkan prinsip – prinsip 
yang juga terkandung dalam ICCPR.  
Terhadap kelompok transgender, Indonesia tidak melarang 
keberadaannya, bahkan melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya Undang – Undang 
Administrasi Kependudukan) seseorang diperbolehkan untuk melakukan 
perubahan jenis kelamin. Pasal 56 Undang – Undang Administrasi 
Kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya. Bagian 
penjelasan mengenai Pasal 56 Undang – Undang Administrasi 
Kependudukan dijelaskan bahwa: 
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“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa 
yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi 
Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”  
Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang warga negara Indonesia 
diperbolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin karena termasuk 
sebagai peristiwa penting lainnya. Hal tersebut sangat penting terutama 
terhadap individu transgender yang memiliki keinginan untuk mengubah 
tanda jenis kelaminnya. Pasal 56 Undang – Undang Administrasi 
Kependudukan menjelaskan bahwa peristiwa penting lainnya hanya dapat 
dicatatkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap. Walaupun demikian tidak ditemukan adanya peraturan lebih 
lanjut yang mengatur mengenai proses perubahan jenis kelamin.  
Indonesia dalam melakukan tanggung jawabnya untuk menghormati hak 
kelompok transgender masih memiliki beberapa peraturan yang dinilai 
bermasalah. Seperti halnya Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI 1945 yang 
berbunyi: 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pembatasan terhadap 
penikmatan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibatasi dengan alasan – 
alasan seperti pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum. Telah dijelaskan dalam bagian tinjauan pustaka bahwa 
pembatasan atau limitasi diperbolehkan untuk dilakukan dengan didasari 
alasan – alasan yang masuk akal (Manfred Nowak et al, 2016:48). 
Permasalahannya adalah pertimbangan moral dan agama sering digunakan 
untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di 
Indonesia (Tim Jaringan Pemantauan HAM LGBTI Indonesia, 2013:39). Hal 
ini kemudian didukung dengan faktanya bahwa mayoritas dari masyarakat 
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Indonesia masih memandang kelompok transgender dan kelompok minoritas 
seksual lainnya sebagai suatu hal yang mengancam nilai – nilai agama 
(SMRC, 2017: 33). Terdapatnya pemikiran bahwa menjadi seorang 
transgender adalah melawan moral publik menjadikan pelaku kekerasan 
seolah berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok transgender 
(Tim Jaringan Pemantauan HAM LGBTI Indonesia, 2013:39). 
Undang – Undang HAM juga memiliki permasalahan karena terdapat 
perbedaan makna dalam ketentuan mengenai prinsip non-diskriminasi. 
Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang HAM menyatakan 
bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal tersebut jika dilihat tidak 
memberikan kategori – kategori alasan diskriminasi, ayat tersebut hanya 
mencantumkan bahwa setiap orang dilarang untuk mendapatkan perlakuan 
diskriminatif. Tidak dincantumkannya kategori alasan diskriminasi 
memberikan implikasi bahwa Undang – Undang HAM melarang segala 
bentuk diskriminasi dengan berbasis apapun, termasuk identitas gender 
seseorang. Perbedaan ditemukan dalam Pasal 1 Nomor (3) Undang – Undang 
HAM mengenai definisi dari diskriminasi menurut Undang – Undang HAM. 
Pasal 1 Nomor (3) Undang – Undang HAM menjelaskan bahwa: 
“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung 
ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, 
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” 
Dapat dilihat bahwa definisi mengenai diskriminasi tersebut dijelaskan 
bahwa diskriminasi dilarang dilakukan dengan berbasis agama, suku, ras, 
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, dan keyakinan politik. Melihat ketentuan tersebut tidak ditemukan 
adanya pelarangan dilakukannya diskriminasi atau kekerasan dengan 
berbasis gender, identitas gender, atau ekspresi gender. Pasal tersebut juga 
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tidak memberikan adanya hal yang mengindikasikan dapatnya dilakukan 
perluasan interpretasi seperti penulisan kategori “status lainnya” seperti 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR. Tidak terdapatnya kategori 
‘status lain’ menunjukkan bahwa ruang lingkup pelarangan diskriminasi 
dalam Pasal 1 Nomor (3) Undang – Undang HAM tertutup dan terbatas hanya 
terhadap alasan kategori yang secara eksplisit tercantum dalam ketentuan 
tersebut. Pelarangan diskriminasi berbasis gender, identitas gender, atau 
ekspresi gender juga tidak ditemukan dalam Pasal 1 Nomor (3) Undang – 
Undang HAM, hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi yang dilakukan 
berbasis identitas gender atau ekspresi gender seseorang bukan menjadi suatu 
hal yang dilarang menurut ketentuan tersebut. Hal ini kemudian berbeda 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa semua orang tanpa diskriminasi berhak atas perlindungan hak asasi 
manusia. 
Indonesia juga masih memiliki berbagai  peraturan yang bersifat 
diskriminatif terhadap kelompok transgender di Indonesia. Berikut adalah 
contoh peraturan nasional Indonesia yang bersifat diskriminatif terhadap 
kelompok transgender di Indonesia:  
a) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa 
kelompok minoritas seksual, bersamaan dengan kelompok – kelompok 
seperti penyandang disabilitas, tuna susila, dan gelandangan dikategorikan 
sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang 
masalah kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam peraturan tersebut 
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang 
karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 
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hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 
pendataan dan pengelolaan data terhadap penyandang masalah 
kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk melaksanakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial; jaminan 
sosial; pemberdayaan sosial; perlindungan sosial; dan penanggulangan 
kemiskinan.  
Kelompok minoritas seksual yang dilihat sebagai penyandang 
masalah kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kementerian sosial 
melihat kelompok minoritas seksual sebagai salah satu kelompok yang 
terancam dan perlu mendapatkan perlindungan, walaupun demikian hal 
yang dapat dianggap sebagai suatu kekerasan budaya adalah dalam 
lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, kelompok minoritas 
seksual dianggap memiliki gangguan keberfungsian sosial dan memiliki 
perilaku seksual yang menyimpang. Labelisasi kelompok minoritas 
seksual sebagai kelompok yang memiliki penyimpangan atau kelompok 
yang pesakitan dan tidak normal merupakan titik awal dari pelanggaran 
hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas seksual (Komnas HAM, 
2016:95). 
b) Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja  
Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja, menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja  
(selanjutnya disebut dengan Satpol PP) memiliki tugas untuk 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan 
masyarakat. Hal ini kemudian menjadi bermasalah ketika melihat faktanya 
bahwa kelompok transgender masih dilabelisasi sebagai kelompok yang 
tidak bermoral, pesakitan, dan berpotensi sebagai pengganggu ketertiban 
sosial masyarakat (Komnas HAM, 2016:96). Labelisasi terhadap 
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kelompok transgender di Indonesia tersebut dapat mempengaruhi 
penafsiran dari apa yang dimaksud sebagai ketertiban dan ketenteraman 
umum (Komnas HAM, 2016:100). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 
razia yang dilakukan terhadap kelompok transgender yang justru 
mengakibatkan terjadinya banyak kekerasan terhadap kelompok 
transgender (Indonesian NGO Coalition for International Human Rights 
Advocacy, 2012:5). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanggar 
Swara pada tahun 2014, ditemukan bahwa 26.8% dari kelompok 
transgender di daerah Jakarta pernah menjadi korban razia yang dilakukan 
oleh Satpol PP (Sanggar Swara, http://aruspelangi.org/project/data-
kekerasan-terhadap-waria-muda-2/ diakses pada 2 April 2018 Pukul 15.00 
WIB).  
c) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang 
Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam  
Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun 
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, 
Ibadah, dan Syi’ar Islam diwajibkan untuk menggunakan dan 
mempromosikan busana muslim. Peraturan tersebut dapat bersifat 
diskriminatif karena kelompok transgender tidak dapat berbusana sesuai 
dengan identitas dan ekspresi gender yang dimiliki. Kelompok minoritas 
seksual merupakan kelompok yang sering menjadi target ketidaktaatan 
terhadap Qanun tersebut (Nursyahbani Katjasungkana and Saskia E. 
Wieringa, 2016:43). Wilayatul Hisbah yang merupakan aparat untuk polisi 
syariah dengan berdasarkan Qanun tersebut memiliki dasar alasan yang 
lebih untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok 
transgender di daerah Aceh (Nursyahbani Katjasungkana and Saskia E. 
Wieringa, 2016:45). 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia belum 
secara khusus menghormati hak kelompok transgender di Indonesia. Jika 
dilihat secara umum, Indonesia telah memiliki segenap peraturan nasional 
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untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya,  namun masih terdapat 
pula peraturan – peraturan nasional yang bersifat diskriminatif terhadap 
kelompok transgender. Ketentuan dalam Pasal 28J UUD NKRI yang dapat 
membatasi penikmatan hak asasi manusia dengan alasan – alasan seperti 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dapat mengganggu penikmatan hak kelompok transgender karena masyarakat 
Indonesia yang masih melabelisasi kelompok transgender sebagai kelompok 
yang menyimpang. Undang – Undang HAM juga tidak memberikan 
pelarangan diskriminasi yang berbasis identitas gender atau status lainnya, 
ketentuan non-diskriminasi dalam Undang – Undang HAM terkesan tertutup. 
Hal ini kemudian ditambah dengan faktanya bahwa masih terdapat peraturan 
yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok transgender. Peraturan 
perundang-undangan di atas merupakan suatu manifestasi perilaku 
transphobia dalam pemerintahan Indonesia yang dapat digunakan untuk 
melegitimasi segala bentuk stigmatisasi negatif dan berbagai bentuk 
kekerasan yang telah terpancang dan terjadi terhadap kelompok transgender 
di Indonesia. Hal tersebut menjadikan kekerasan yang terjadi terhadap 
kelompok transgender di Indonesia dipandang sebagai hal yang normal.  
2. Kewajiban untuk Menjamin  
Kewajiban kedua yang diberikan oleh ICCPR adalah kewajiban untuk 
menjamin semua hak – hak dalam ICCPR terhadap seluruh individu dalam 
wilayah negara anggota. Berdasarkan Paragraf 3 Komentar Umum Nomor 28 
tentang Kesetaraan Hak antara Laki – Laki dan Perempuan, dijelaskan bahwa 
terdapat dua ruang lingkup dari kewajiban untuk menjamin yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ICCPR, yaitu perlindungan dan pemenuhan (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2000:1). Berikut adalah penjelasan mengenai hal – hal yang telah 
dan yang belum dilakukan oleh Indonesia terkait penjaminan hak kelompok 
transgender di Indonesia. 
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a) Perlindungan Hak Untuk Tidak Mendapat Kekerasan Kelompok 
Transgender di Indonesia 
Bentuk perlindungan sendiri memiliki dua dimensi yaitu dimensi 
preventif dan remedial (Manfred Nowak et al, 2016:33). Dimensi preventif 
dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) ICCPR yang mewajibkan negara anggota 
untuk melakukan untuk standarisasi legislatif peraturan nasional agar 
sesuai dan searah dengan ketentuan dalam ICCPR. Kewajiban tersebut 
harus disesuaikan pula dengan kebutuhan dari hak terkait. Mengenai hak 
untuk tidak mendapatkan kekerasan yang diatur dalam Pasal 7 ICCPR, 
Paragraf 2 Komentar Umum Nomor 20 menjelaskan bahwa negara 
anggota memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan 
dari tindakan kekerasan melalui jalur legislatif maupun melalui jalur 
lainnya (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). Paragraf 8 Komentar 
Umum Nomor 20 menjelaskan secara lebih lanjut bahwa negara anggota 
ICCPR harus melakukan tindakan preventif dan penghukuman terhadap 
pelaku dari tindakan kekerasan (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:2). 
Tindakan preventif dapat dilakukan dengan membentuk peraturan 
sehingga mencegah segala bentuk tindakan kekerasan baik yang dilakukan 
oleh aktor negara maupun non negara (Chrisbiantoro, 2014:2). 
Dimensi perlindungan hak yang kedua adalah dimensi remedial yang 
menjelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu hak asasi 
manusia maka negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan 
akses atas bantuan kepada korban pelanggaran (Manfred Nowak et al, 
2016:33). Dimensi remedial dalam ICCPR ditunjukan dalam ketentuan 
Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Paragraf 15 Komentar Umum Nomor 31 
menjelaskan bahwa negara anggota harus menyediakan adanya bentuk 
pemulihan aktif yang mudah untuk diakses oleh siapapun (Komite Hak 
Asasi Manusia, 2004:6). Bentuk pemulihan aktif yang dijelaskan dalam 
Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembentukan suatu mekanisme 
administratif yang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap 
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berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (Komite Hak Asasi 
Manusia, 2004:6). 
Pertama akan dijelaskan mengenai dimensi preventif terhadap hak 
kelompok transgender di Indonesia. Hak untuk tidak mendapatkan 
kekerasan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang HAM 
yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, 
atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 
dan martabat kemanusiaannya.” 
Secara lebih khususnya, pelarangan tindakan kekerasan fisik dan seksual 
diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP). 
Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP yang 
menjelaskan bahwa ancaman pidana akan diberikan kepada siapapun yang 
melakukan kekerasan sampai menyebabkan kematian, sementara Pasal 
351 hingga Pasal 358 KUHP melarang segala bentuk kekerasan atau 
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan seksual dalam 
KUHP dikategorikan sebagai  kejahatan terhadap kesusilaan, seperti 
dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP mengenai pelarangan pemerkosaan dan 
Pasal 289 KUHP mengenai pelarangan tindakan cabul. Walaupun 
demikian KUHP tidak menyebutkan adanya kekerasan psikis maupun 
kekerasan ekonomi. Terhadap permasalahan kekerasan dilakukan dengan 
berbasis gender, KUHP tidak memiliki peraturan yang secara khusus 
melindungi kekerasan yang dilakukan berbasis gender.  
Ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan Undang – 
Undang KDRT), memiliki pengaturan yang lebih baik karena telah 
dibentuk berdasarkan asas hak asasi manusia serta memiliki ruang lingkup 
tindakan kekerasan yang lebih luas. Sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 3 Undang – Undang KDRT yang berbunyi: 
“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan 
berdasarkan asas: Penghormatan hak asasi manusia; Keadilan dan 
kesetaraan gender; non-diskriminasi; dan Perlindungan korban” 
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Pasal 5 Undang – Undang KDRT juga telah memperluas ruang lingkup 
tindakan kekerasan, dengan memasukan kekerasan psikis serta 
penelantaran rumah tangga. Tindakan penelantaran rumah tangga akan 
sangat membantu individu transgender yang merupakan korban dari 
tindakan kekerasan ekonomi.  
Berdasarkan Paragraf 8 Komentar Umum Nomor 20, Pasal 7 ICCPR 
juga memberikan kewajiban kepada negara anggota untuk melakukan 
penghukuman terhadap pelaku dari tindakan kekerasan (Komite Hak Asasi 
Manusia, 1992:2). Tindakan investigasi dan penghukuman terhadap 
pelaku tindakan kekerasan merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh 
aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian. Terhadap berbagai bentuk 
kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia, 
negara dinilai absen dalam melindungi hak kelompok transgender (Gadis 
Arivia dan Abby Gina, 2015:372). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Jurnal Perempuan, 73.3% dari kelompok LGBT di Indonesia yang 
merupakan responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa 
aparatur penegak hukum sama sekali tidak memberikan tanggapan sama 
sekali ketika mereka melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi kepada 
mereka (Gadis Arivia dan Abby Gina, 2015:374). Penegak hukum 
dianggap tidak dapat memberikan suatu penyelesaian terhadap suatu 
masalah dan bahkan memperkeruh suasana (Gadis Arivia dan Abby Gina, 
2015:374). Hal ini kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan 
oleh Arus Pelangi yang menjelaskan bahwa karena kasus – kasus 
kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia banyak yang tidak 
dituntaskan dan diabaikan (Indana Laazulva, 2013:93).  
Absennya penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap 
hak kelompok transgender mengakibatkan adanya suatu rasa tidak percaya 
dalam kelompok transgender terhadap penegak hukum di Indonesia 
(Indana Laazulva, 2013:93). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Arus Pelangi, ketika menjadi korban kekerasan kelompok transgender 
sering merasa mendapatkan stigmatisasi dan diskriminasi dalam berbagai 
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pelayanan publik (Indana Laazulva, 2013:91). Hal ini kemudian mengarah 
kepada ketidakmauan kelompok transgender untuk mencari bantuan 
ketika terjadi tindakan kekerasan terhadapnya (Tim Jaringan Pemantauan 
HAM LGBTI Indonesia, 2013:42). Kelompok transgender merasa sia – sia 
melakukan pelaporan terhadap tindakan kekerasan yang terjadi karena 
tidak akan mendapatkan tanggapan dan bahkan terdapat risiko untuk 
dilecehkan lagi oleh aparat penegak hukum (Tim Jaringan Pemantauan 
HAM LGBTI Indonesia, 2013:42). 
Dimensi perlindungan hak selanjutnya adalah dimensi remedial, 
dimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR memberikan kewajiban 
kepada negara anggota untuk memberikan suatu pemulihan yang efektif 
dan mudah diakses,  ketika terjadi pelanggaran hak – hak yang terkandung 
dalam ICCPR (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:6). Terhadap berbagai 
bentuk kekerasan yang terjadi kepada kelompok transgender di Indonesia 
seperti yang dipaparkan sebelumnya, Indonesia seharusnya memberikan 
pemulihan efektif kepada kelompok transgender. Mengenai pemulihan 
efektif, Undang – Undang HAM memberikan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 
nasional  forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi 
manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional 
mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik 
Indonesia.” 
Berdasarkan Pasal tersebut, ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, 
masyarakat Indonesia berhak untuk mencari keadilan dengan 
menggunakan upaya hukum nasional maupun internasional. Indonesia 
telah memiliki lembaga independen dalam tingkat nasional, yang bertugas 
untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
warga negaranya, yaitu Komnas HAM. Pasal 76 ayat (1) Undang – 
Undang HAM menjelaskan bahwa:  
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“Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi 
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang 
hak asasi manusia.” 
Berdasarkan fungsi tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk 
melakukan studi mengenai hak asasi manusia, melakukan diseminasi 
informasi kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia, melakukan 
penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang diduga 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan menyelesaikan suatu 
kasus dengan menggunakan cara – cara yang bersifat non litigasi (Komnas 
HAM, 2017:4-6).  
Terbentuknya Komnas HAM, Indonesia telah mengikuti kewajiban 
yang dilahirkan oleh Pasal 2 ayat (3) ICCPR. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, Komentar Umum Nomor 31 menekankan kepada 
negara anggota atas pentingnya pembentukan mekanisme yudisial atau 
administratif yang diperlukan untuk membantu mempermudah pelaporan 
atas pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi.  
Komnas HAM telah mengakui keberadaan dari kelompok transgender 
di Indonesia sebagai salah satu kelompok marginal dan rentan (Komnas 
HAM, 2015:7). Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa terhadap 
kelompok marjinal dan rentan perlu dilakukan tindakan kekhususan agar 
hak – haknya dapat dipenuhi (Komnas HAM, 2015:7). Komnas HAM 
memiliki mekanisme pengaduan yang merupakan salah satu bagian dari 
fungsi pemantauan yang merupakan wujud dalam pemberian pemulihan 
yang efektif. Berdasarkan “Laporan Tahunan Komnas HAM 2016: 
Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan Di Indonesia”, 
sepanjang tahun 2016, Komnas HAM menerima setidaknya 10 pengaduan 
kolektif atas  pelanggaran hak asasi manusia  yang mengatas namakan 
kelompok LGBT (Komnas HAM, 2017:48). Angka tersebut dapat 
dikatakan sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah pengaduan 
pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Komnas HAM yaitu 
sebanyak 7.188 berkas (Komnas HAM, 2017:25). Namun, hal tersebut 
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menunjukkan bahwa Komnas HAM telah membuka jalur pengaduan 
terhadap transgender yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.  
Secara internasional, ICCPR sendiri memberikan suatu bentuk 
mekanisme pengaduan yang disebut dengan Individual Complaint yang 
disebut dengan komunikasi (Manfred Nowak et al, 2016:57). Komunikasi 
individual tersebut diatur dalam First Optional Protocol to The 
International Covenant on Civil and Political Rights. Komunikasi 
individual memberikan kesempatan bagi tiap – tiap individu yang 
merupakan warga negara dari negara anggota ICCPR yang merupakan 
korban dari suatu pelanggaran hak sipil dan politik yang tercantum dalam 
ICCPR untuk mengajukan suatu keluhan kepada Komite Hak Asasi 
Manusia (Manfred Nowak et al, 2016:57). Keluhan tersebut kemudian 
akan menghasilkan suatu rekomendasi atau saran yang bersifat tidak 
mengikat secara hukum kepada negara anggota yang bersangkutan 
(Manfred Nowak et al, 2016:57). Komunikasi individual baru dapat 
dilakukan setelah negara anggota memenuhi syarat yang terdapat dalam 
Pasal 1 First Optional Protocol to The ICCPR yang berbunyi:  
A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present 
Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and 
consider communications from individuals subject to its jurisdiction 
who claim to be victims of a violation by that State Party of any of the 
rights set forth in the Covenant. No communication shall be received 
by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which 
is not a Party to the present Protocol.  
Pasal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi individual baru dapat 
dilakukan ketika negara anggota ICCPR telah melakukan ratifikasi 
terhadap First Optional Protocol to ICCPR. Indonesia walaupun telah 
melakukan ratifikasi terhadap ICCPR, belum melakukan ratifikasi 
terhadap First Optional Protocol to The ICCPR. Hal ini mengurangi 
kesempatan bagi, tidak hanya kelompok transgender namun masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia, untuk mendapatkan upaya hukum.  
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b) Pemenuhan Hak Kelompok Transgender di Indonesia 
Ruang lingkup kewajiban untuk menjamin hak dalam ICCPR juga 
termasuk kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak. Pemenuhan hak 
asasi manusia memiliki tujuan untuk memberikan semua orang atas 
realisasi penuh atas hak yang dimilikinya . Kewajiban atas pemenuhan hak 
tersebut juga ditujukan kepada pihak – pihak yang mengalami pelanggaran 
atas haknya untuk dapat memiliki akses terhadap hak – hak yang 
dilanggar. Paragraf 7 Komentar Umum Nomor 31 menjelaskan bahwa 
demi tercapainya pemenuhan kewajiban hukumnya, negara anggota harus 
melakukan tindakan legislatif, yudisial, administratif, edukatif, dan 
tindakan lainnya yang dianggap penting (Komite Hak Asasi Manusia, 
2004:3).  
Dapat dikatakan bahwa negara anggota memiliki kewajiban untuk 
mengalokasikan segala bentuk sumber daya yang dimiliki untuk 
merealisasikan secara maksimal pemenuhan hak asasi manusia. Secara 
legislatif, Indonesia telah memiliki peraturan nasional yang melarang 
tindakan kekerasan, walaupun demikian peraturan tersebut tidak dapat 
digunakan untuk melindungi kelompok transgender. Hal ini dikarenakan 
tidak disebutkannya secara khusus perlindungan terhadap kelompok 
transgender. Hal ini kemudian ditambah dengan peraturan nasional 
Indonesia, baik, ditingkat pusat maupun daerah, masih ada yang bersifat 
diskriminatif terhadap kelompok transgender. Peraturan – peraturan yang 
bersifat diskriminatif tersebut dapat digunakan untuk membenarkan 
stigmatisasi buruk yang diterima oleh kelompok transgender yang juga 
dapat mengarah kepada kekerasan.  
Secara administratif, bentuk tindakan positif yang Indonesia telah 
lakukan terhadap pemenuhan kelompok transgender adalah dengan 
adanya pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dalam dokumen yang 
berjudul “Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 
2015-2019”, dituliskan bahwa Komnas HAM menentukan dua isu utama 
yang harus segera mendapatkan penanganan yaitu, penyelesaian 
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pelanggaran HAM berat dan perlindungan kelompok marjinal dan rentan 
(Komnas HAM, 2015:4). Dokumen tersebut menyebutkan bahwa 
kelompok transgender (bersamaan dengan kelompok LGBT) 
dikategorikan sebagai kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, 
baik yang dilakukan oleh  negara maupun masyarakat (Komnas HAM, 
2015:7). Secara lebih khusus Komnas HAM kemudian mengategorikan 
kelompok transgender (bersamaan dengan kelompok LGBT) ke dalam 
kelompok minoritas di Indonesia bersamaan dengan kelompok minoritas 
ras, etnis, agama dan keyakinan, penyandang disabilitas dalam laporan 
yang berjudul “Upaya Negara Menjamin Hak – Hak Kelompok Minoritas 
di Indonesia: Sebuah Laporan Awal” (Komnas HAM, 2016:4).  
Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia (Komnas HAM, 
2017:4-6). Pemenuhan hak dapat dilakukan dengan cara seperti 
melakukan edukasi mengenai hak – hak terkait kepada masyarakat luas 
serta anggota pemerintahan resmi (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:3). 
Melalui fungsi penyuluhan, Komnas HAM telah dapat melakukan 
berbagai tindakan edukatif mengenai hak kelompok transgender 
bersamaan dengan hak kelompok minoritas secara keseluruhan. 
Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2016, Komnas HAM 
juga telah melakukan diseminasi informasi hak kelompok minoritas, 
termasuk hak kelompok transgender, melalui berbagai penyuluhan serta 
sosialisasi di masyarakat (Komnas HAM, 2017:98). Kegiatan edukatif 
yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain adalah (Komnas HAM, 
2017:98): 
(1) Peluncuran buku Laporan Kelompok Minoritas pada 1 Juni 2016 yang 
diikuti oleh 110 peserta dari berbagai kalangan pemerintah dan non 
pemerintah;  
(2) Seminar peringatan 10 Tahun Yogyakarta Principle pada 23 
November 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang 
terdiri dari media massa, Lembaga Negara dan LSM.  
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Buku Laporan Kelompok Minoritas memberikan penjelasan serta 
rekomendasi kepada berbagai jenis badan pemerintahan mengenai 
bagaimana cara untuk melindungi dan memenuhi hak kelompok 
transgender serta hak kelompok minoritas secara keseluruhan. Kegiatan 
selanjutnya adalah peringatan Yogyakarta Principle, yang merupakan 
suatu dokumen yang berisi 29 hak – hak yang melindungi kelompok 
minoritas seksual yang dibentuk oleh berbagai praktisi internasional 
(David Brown, 2010:833 & 840). Peringatan tersebut menunjukkan bahwa 
Komnas HAM telah mengakui keberadaan dari dokumen tersebut. Kedua 
bentuk kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh tindakan positif 
yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam hal pemenuhan hak kelompok 
transgender dari segi edukatif. Kedua kegiatan tersebut adalah sesuai 
dengan mandat yang diberikan oleh Pasal 2 ICCPR, yang menjelaskan 
pentingnya proses edukasi kepada lembaga pemerintah dan juga 
masyarakat luas.   
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia 
belum memenuhi hak kelompok transgender. Hal ini dibuktikan dengan 
terjadinya berbagai kekerasan di Indonesia serta keengganan aparat 
penegak hukum untuk memberikan pertolongan. Secara legislatif 
Indonesia belum memberikan penghormatan dan perlindungan yang 
dibutuhkan demi pemenuhan hak kelompok transgender. Walaupun 
demikian, keberadaan Komnas HAM, memberikan adanya suatu peluang 
untuk tercapainya pemenuhan hak kelompok transgender, dengan telah 
dimasukannya kelompok transgender sebagai salah satu prioritas kerja 
Komnas HAM serta melalui fungsi edukasi yang dimiliki oleh Komnas 
HAM. 
  




1. Hak asasi kelompok transgender dapat dilindungi dengan menggunakan 
ketentuan yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR). Hal tersebut dikarenakan kelompok transgender dapat masuk 
ke dalam kategori ‘status lain’ dan termasuk sebagai kategori kelompok 
minoritas. Penulisan kategori ‘status lain’ terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 26 ICCPR sebagai salah satu dari berbagai kategori yang dilarang untuk 
dijadikan basis atau dasar untuk melakukan diskriminasi. Kelompok transgender 
juga dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas berdasarkan perluasan 
definisi konseptual minoritas.   
2. Indonesia dapat dikatakan belum secara maksimal melakukan tanggung 
jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kelompok 
transgender untuk tidak mendapatkan kekerasan.  
a. Penghormatan hak kelompok transgender masih belum secara maksimal 
dilakukan oleh Indonesia karena masih terdapat peraturan – peraturan 
nasional yang dapat mengganggu penggunaan dan penikmatan hak kelompok 
transgender.  
b. Perlindungan hak kelompok transgender dari tindakan kekerasan belum 
secara maksimal dilakukan oleh Indonesia karena peraturan yang seharusnya 
secara preventif melindungi transgender dari kekerasan justru tidak mengatur 
pelarangan kekerasan berbasis gender dan penegak hukum dinilai absen 
dalam menghukum pelaku tindakan kekerasan terhadap transgender. 
c. Pemenuhan hak kelompok transgender baru dapat dilakukan oleh Indonesia 
melalui dimasukkannya isu transgender sebagai prioritas kerja Komnas HAM 
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B. SARAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat direkomendasikan saran 
sebagai berikut: 
1. Perlunya dilakukan amandemen terhadap peraturan – peraturan yang dinilai 
diskriminatif atau yang dianggap dapat merugikan kelompok transgender di 
Indonesia. 
2. Penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan gender dalam peraturan 
nasional Indonesia penting untuk dilakukan. Peraturan – peraturan yang 
melarang tindakan demikian akan sangat berguna untuk melindungi individu 
transgender serta mencegah perlakuan diskriminasi dari aparat penegak hukum. 
3. Ratifikasi terhadap First Optional Protocol to The ICCPR dapat membantu 
kelompok transgender yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia 
untuk mencari upaya hukum kepada Komite Hak Asasi Manusia serta isu 
mengenai hak kelompok transgender di Indonesia dapat menjadi perhatian dunia 
internasional.  
4. Kegiatan edukasi mengenai transgender atau identitas gender perlu diadakan 
kepada masyarakat luas terutama pejabat pemerintahan, sehingga dapat tercapai 
pengertian yang lebih jelas mengenai transgender akan lebih memungkinkan 
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